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DEIIGAIT RAII AT TUIIAIT YAITG UAIIA ESA
BUPATI CIREAOI,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik pada penyelenggaraan pelayanan administrasi
terpadu kecamatan, maka perlu disusun Prosedur
Penyelenggaraan Pelayanan Administasi Terpadu
Kecarnatan, yang digunakaa sebagai pedomal dalam
pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan
di Kecamatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka Prosedur
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Galgguan (Hinder Ordonantie)
Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 setelah beberapa
kali diubah dan ditambah terakhir dengal Ordonaltie
Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Da]am
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undalg Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakaita dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undalg-Undalg Nomor 14
Tahun 1950 tentarng Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
{Lembararr Nega-ra Republik lndonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undalg-,Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daltar Perusahaan (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahal Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
RepubliJ< lndonesia Nomor 5038):

3.

4.



5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2Al4 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7al);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesi.a
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a826);

ll.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2Al4 tentang
Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2221;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2OlL tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2
Tahun 2000 tentang lzin Lokasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 20, Seri B.t);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10
Tahun 2OO2 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2AO2 Nomor 12, Seri C.t);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17
Tahun 2A06 tentang Pembentukan dan Penataan
Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2006 Nomor 17, Seri D.10) sebagaiamana telah
di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 18 Tahun 2OAT (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2OO7 Nomor 18, Seri D.9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.t);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.+l;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.S);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.2)

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9
Tahun 2OlA tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2OlO Nomor 9,
Seri C.1)

22.Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17
Tahun 2OLl tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Cirebon Tahun 2OLl-2O31 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2OLl Nomor 9,
Seri E.7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4
Tahun 2An tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Perizinan Tertentu (l,embaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2Ol2 Nomor 4, Seri C.S);

24.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 5,
Seri E.5);

25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2O1O
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat (Berita
Daerah 'Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 5,
Seri 8.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 201.4 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat (Berita
Daerah Tahun 2Al4 Nomor 67, Seri E.2O);



26.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2Ol2
Nomor 29, Seri C.U;

27.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2A13, Seri E.19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR
PELAYANAN ADMINISTRASIPENYELENGGARAAN

TERPADU KECAMATAN

BAB I
KEfEIIITUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Cirebon;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Keda Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah keq'a Camat sebagai

perangkat daerah Kabupaten / Kota;

7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan

pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN

adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap

permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;

9. Tim Teknis Kabupaten adalah Tim Teknis PATEN tingkat Kabupaten yang

terdiri dari Dinas/Instansi/Lembaga Teknis Daerah yang terkait dengan

pelayanan perizinan;



10. Tim Teknis Kecamatan adalah Tim Teknis PATEN tingkat Kecamatan yang

terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Dinas/Instansi/Lembaga Teknis Daerah

yang terkait dengan pelayanan perizinan

11. Loket Informasi adalah Loket yang berfungsi sebagai tempat memberikan

informasi, formulir dan persyaratan penzinan dan non perizinan;

12. Petugas Informasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas untuk

memberikan informasi, formulir dan persyaratan perizinan dan non

perizinan;

13. toket Penerimaan Berkas adalah Loket yang berfungsi sebagai tempat

permohonan pendaftaran perizinan dan non perizinan;

14. Petugas Penerima Berkas dan Verifikator adalah Pegawai Negeri Sipil yang

bertugas menerima, memeriksa, meneliti kelengkapan berkas pendaftaran

perizinan dan non perizinan;

15. Petugas Pengolah dan Penerbitan berkas adalah Pegawai Negeri Sipil yang

bertugas mengelola dan memproses berkas pendaftaran permohonan izin

dan rekomendasi;

16. Loket Pengambilan Berkas dan Pembayaran adalah Loket yarlg berfungsi

sebagai tempat penyerahan berkas dan pembayaran retribusi perizinan

dan non perizinan;

17. Petugas Pengambilan Berkas dan Pembayaran adalah Bendaharawan

Penerimaan dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Camat yang

bertugas menyerahkan berkas dan menerima pembayaran retribusi

perizinan dan non perizinan;

18. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan

bukti loyalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau

badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

19. Naskah Keputusan lzin adalah bentuk draft sementara Keputusan lzin

yang akan diterbitlan;

20. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang pelaku

usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar

usaha;



21. Penzinan tunggal adalah pemberian legalitas yang diberikan kepada

seseorang pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin

maupun tanda daftar usaha untuk satu jenis izin;

22. Perizinan paralel adalah pemberian legalitas yang diberikan kepada

seseorang pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin

maupun tanda daftar usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih

dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersarnaan;

23. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi

catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait

dengan permasalahan sosial kemasyarakatan;

24. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya

keluhan dalam ran gka penyelenggaraan pelayanan perwinan;

25. Media Pengaduan adalah Media yang berfungsi sebagai tempat untuk

menerima adanya laporan atau keluhan daiam rangka penyelenggaraan

pelayanan perizinan;

26. Penetapan Retribusi adalah penetapan jumlah retribusi yang harus

dibayar oleh pemohon izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi

terutang;

28. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi

atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan sumber d"aya

alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan;

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut

Peraturan perundang-Undangan retribusi diwajibkan melakukan

pembayaran retribusi;

30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin

usaha;

31. Bendaharawan Penerimaan adaJah Bendaharawan Penerimaan pada

Kecamatan;
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BAB II
TUGAS DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN

Bagian Kesatu
Tugas Pelayanan

Pasal 2
Kecamatan penyelenggara PATEN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara

terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi,

keamanan dan kepastian.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3
Ruang lingkup Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan meliputi :

a. pemberian perizinan dan non perizinan baru;

b. Perubahan perizinan dan non perizinan;

c. Perpanjangan/ herregistrasi/ daftar ulang perizinan dan non perizinan;

d. Pemberian salinan / duplikat perizinan dan non perizinan;

e. Legalisasi perizinan dan non perizinan;

f. Pencabutan dan penolakan perizinan dan non perizinan.

BAB III
KEWTNANGAN PELAYANAN JENIS PERIZINAN

DAI{ NON PERIZINAIT
Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 4
(1) Bupati mendelegasikan kewenangan atas jenis pelayanan perizinan dan

non penzinan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat.

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan

penandatanganan perizinan dan non perizinan atas nama Bupati.

(3) Setiap orang dan / atau korporasi yang akan melaksanakan proses

perizinan dan non perrzinan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l,

wajib mengajukan perrnohonan izin kepada Camat.

Bagian Kedua
Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 5
(t) Jenis-jenis perizinan yang menjadi kewenangan Camat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a.Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baru, pengembangan, rehabilitasi dan

renovasi rumah tinggal tidak bertingkat dengan luas bangunan

di bawah 60 (enam puluh) m2 dengan bentangan kurang dari



7r9 (tujuh koma sembilanl m untuk kayu dan untuk baja kurang dari

5r9 {Iima koma sembllanl m yang berada di luar kawasan perumahan

dan bukan kategori non perrnanen atau sangat sederhana;

b.izin penggunaan/penutupan jalan Kabupaten dan jalan Desa;

c.Izin Undang-undang Gangguan (HO) dengan luas tempat usaha

maksimal 20 (dua puluh) m2 yang menyatu dengan rumah tinggal untuk
perorangan;

d.Izin Usaha Perdagangan (IUP) dengan luas tempat usaha maksimal

20 (dua puluh) m2 yang menyatu dengan rumah tinggal untuk
perorangan;

e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan luas tempat usaha maksimal

20 (dua puluh) m2 yang menyatu dengan rumah tinggal untuk
perorangan;

f. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);

g. Pemberian izin pemasangan reklame spanduk non pernanen;

h. izin usaha perfilman.

(2) Jenis-jenis non perizinan yang menjadi kewenangan Camat sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Surat keterangan tidak mampu bidang kesehatan;

b. Rekomendasi pendirian Unit Sekolah Baru (USB);

c. Rekomendasi usulan urusan kepegawaian dilingkup Kecamatan;

d. Rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

dan sanitasi lingkungan;

e. Rekomendasi penetapan kawasan pemukiman transmigrasi;

f. Rekomendasi din pendaftaran dan kegiatan organisasi sosial yang

bergerak dibidang sosial;

g. Rekomendasi permohonan bantuan kegiatan sosial dan keagamaan;

h. Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan sarana keagamaan,

peribadatan dan panti-panti yang bergerak di bidang kesejahteraan

sosial;

i. Rekomendasi pendirian perluasan lahan tempat usaha makanan dan

minuman;

j. Rekomendasi pendirian perluasan lahan tempat sarana dan prasarana

kesehatan;

k. Rekomendasi pendirian perluasan lahan rumah sakit dan klinik;

1. Rekomendasi pendirian perluasan lahan tempat usaha pengobatan

tradisional;



m.

n.

o.

p.

Rekomendasipendiriandanperluasanlahanlembagapendidikan;

Rekomendasi pendirian perluasan lahan tempat usaha bidang energi dan

sumber daYa mineral;

Rekomend asi pembangunan perumahan ;

Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

perhubungan;

Rekomend.asi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

ketenagakerjaan;

Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

Koperasi dan usaha menengah;

Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

kebudayaan, olahraga dan pariwisata;

Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

komunikasi dan informatika;

Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;

Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

perikanan dan kelautan;

w. Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

industri, Perdagangan dan jasa'

Pasai 6

(1) Kewenangan camat sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 ayat (1) dan

ayat(2}terdiridarijenisperizinandannonperizi.nanyangdikenakan
retribusi d.an jenis petizinan dan non perizinan yang tidak dikenakan

retribusi.

(2) Jenis perizinan yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah sebagai berikut :

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baru, pengembangan, rehabilitasi dan

renovasi rumah tinggal tidak bertingkat dengan luas bangunan

dibawah60(enampuluh}m2denganbentangankurangdari
?r9 (tujuh koma sembilan) m untuk kayu dan untuk baja kurang dari

5r9 (lima koma sembilan) m yang berada di luar kawasan perumahan

danbukankategorinonpermanenatausangatsederhana;

b.lzinUndang-undangGangguan(Ho)denganluastempatusaha
maksimal 20 (dua puluh) m2 yang menyatu dengan rumah tinggal

untuk Perorangan'

q.

r.

t.

u.

v.

I



(3) Jenis perizinan yang tidak dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);

b. Izin Usaha Perdagangan (IUP) dengan luas tempat usaha maksimal

2A (dua puluh) 62 yang menyatu dengan rumah tinggal untuk
perorangan;

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan luas tempat usaha maksimal

20 (dua puluh) m2 yang menyatu dengan rumah tinggal untuk
perorangan;

d. Izin pemasangan reklame spanduk non permanen;

e. Izin usaha perfilman.

(4) Jenis non perizinan yang tidak dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Surat keterangan tidak mampu bidang kesehatan;

b. Rekomendasi pendirian Unit Sekolah Baru (USB);

c. Rekomendasi usulan urusan kepegawaian dilingkup Kecamatan;

d. Rekomendasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

dan sanitasi lingkungan;

e. Rekomend.asi penetapan kawasan pemukiman transmigrasi;

f. Rekomendasi tjin pendaftaran dan kegiatan organisasi sosial yang

bergerak dibidang sosial;

g. Rekomendasi permohonan bantuan kegiatan sosial dan keagamaan;

h. Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan sarana keagamaan,

peribadatan dan panti-panti yang bergerak di bidang kesejahteraan

sosial;

i. Rekomendasi pendirian perluasan lahan tempat usaha makanan dan

minuman;

j. Rekomendasi pendirian perluasan lahan tempat sarana dan prasarana

kesehatan;

k. Rekomendasi pendirian perluasan lahan rumah sakit dan klinik;

1. Rekomendasi pendirian perluasan lahan tempat usaha pengobatan

tradisional;

m. Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan lembaga pendidikan;

n. Rekomendasi pendirian perluasan lahan tempat usaha bidang energi dan

sumber daya mineral;

o. Rekomendasi pembangunan perumahan;
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p. Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

perhubungan;

q. Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

ketenagakerjaan;

r. Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

Koperasi dan usaha menengah;

s. Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

kebudayaan, olahraga dan pariwisata;

t. Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

komunikasi dan informatika;

u. Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;

v. Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

perikanan dan kelautan;

w. Rekomendasi pendirian dan perluasan lahan tempat usaha bidang

industri, perdagangan dan jasa.

BAB tV
TIM TEKIYIS, MF^'AILOKET DAN PELAKSANA

PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Bagian Kesatu
Tim Teknis

Pasal 7
(1) Dalam proses penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dilengkapi dengan Tim

Teknis Kecamatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis PATEN tingkat Kecamatan

ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian kedua
Meja/ Loket Pelayanan Perizinan

Pasal 8
(1) Dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan,

Kecamatan dilengkapi dengan loket pelayanan.

(2) Loket Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Loket Informasi

b. Loket Penerimaan berkas

c. Loket Pembayaran dan Penyerahan Berkas

d. Loket Pengaduan
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Bagian Ketiga
Pelaksana PATEN

Pasal 9
(1) Pelaksana PATEN terdiri dari Pegawai Negeri Sipii yang bertugas sebagai

petugas pelayanan administrasi perizinan

(2) Petugas front officer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Petugas Informasi

b. Petugas Penerimaan berkas

c. Petugas Penyerahan berkas dan pembayaran; dan

d. Petugas pelayanan pengaduan

(3) Petugas back officer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah petugas

pengolahan dan penerbitan.

Pasal 10
Penetapan susunan pelaksana PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat

BAB V
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

DAN NON PERIZINAN
Bagian Kesatu

Informasi Perizinan

Pasal 1 1

Pemohon mendapatkan informasi dari petugas informasi tentang hal-hal yang

berkaitan dengan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua
Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 12
(1) Petugas informasi d"apat memberikan formulir permohonan pendaftaran

izin kepada pemohon untuk diisi dan dilengkapi persyaratan izin yang telah

ditetapkan sehingga menjadi satu berkas permohonan pendaftaran izin

yang lengkap.

(2) Berkas permohonan pendaftaran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

apabila pemohon telah mengisi dan melengkapi persyaratan izin yang telah

ditetapkan sehingga menjadi satu berkas permohonan pendaftaran izin

yang lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan oleh pemohon kepada

Petugas Penerimaan Berkas untuk di verifikasi

(3) Setelah berkas pendaftaran izir, diterima oleh Petugas Penerima Berkas,

proses selanjutnya adalah sebagai berikut :
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a. Petugas Penerima Berkas menerima dan memeriksa/ memverifikasi

kelengkapan berkas permohonan pendafta r an izin.

b. Apabila berkas permohonan pendaftaran izir. yang telah diterima dan

diperiksa oleh Petugas Penerima Berkas kurang lengkap dan / atau tidak
benar, maka secara langsung dikembalikan kepada Pemohon untuk
dilengkapi dan diperbaiki.

(4) Apabila berkas permohonan pendaftaran izin yang telah diterima dan

diperiksa sudah lengkap dan benar oleh Petugas Penerima Berkas, maka :

a. Petugas Penerima Berkas melakukan pengisian data penerimaan

permohonan pend aftaran izin;

b. Mencetak formulir pengecekan berkas persyaratan permohonan

pendaftaran izin;

c. Mencetak formulir disposisi permohonan pendaftaran izin; dan

d. Mencetak formulir tanda terima berkas permohonan pendaftaran izin.

(5) Formulir pengecekan berkas persyaratan dan disposisi permohonan

pendaftaran izin sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 (dua), untuk
selanjutnya diberikan cek*list kelengkapan persyaratan izin dan apabila

seluruh persyaratan telah dipenuhi formulir ceklist ditandatangani oleh

petugas Penerima Berkas pada kolom tandatangan petugas sebagai bentuk

telah melaksanakan pengecekan kelengkapan persyaratan/berkas

permohonan pendaftaran izin, dan untuk selanjutnya diserahkan kepada

Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk divalidasi dengan melampirkan

formulir disposisi permohonan pendaftaran izin.

(6) Formulir pengecekan berkas persyaratan dan formulir disposisi

permohonan pendaftaran izin sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk
selanjutnya dimintakan disposisi proses pada formulir disposisi

permohonan pendaftaran izin kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum.

(7) Berdasarkan formulir pengecekan berkas persyaratan permohonan

pendaftaran iztn yang telah diberikan cek-list kelengkapan persyaratan izin

dan ditandatangani oleh petugas Penerima Berkas, dan berdasarkan

disposisi proses pada formulir disposisi permohonan pendaftaran izin,
maka formulir tanda terima berkas permohonan pendaftaran izin yang

telah dicetak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4 (empat)

selanjutnya ditandatangani oleh petugas Penerima Berkas untuk
diserahkan kepada pemohon izin;
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(8) Formulir pengecekan berkas persyaratan dan formulir disposisi

permohonan pendaftaran izin beserta berkas permohonan pendaftaran izin
sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, untuk selanjutnya

diserahkan oleh petugas Penerima Berkas kepada petugas pengolahan dan

penerbitan perizinan.

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Pelayanan Umum sebelum memberikan disposisi, dapat

terlebih dahulu meminta petunjuk Camat untuk menetapkan bahwa

perizinan dapat langsung diterbitkan atau melalui Tim Teknis Kecamatan

terlebih dahulu.

(2) Apabila berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan bahwa perizinan dapat langsung diproses tanpa melalui Tim

Teknis Kecamatan, maka petugas pengolahan dan penerbitan melakukan

entri data ke komputer untuk proses pencetakan penerbitan naskah

Keputusan izin untuk pemohon, dan naskah keputusan izin yang menjadi

arsip kecamatan, penetapan retribusi dan SKRD, dan/atau untuk perizinan

yang tidak dikenakan retribusi hanya melaksanakan proses pencetakan

penerbitan naskah keputusan izin untuk pemohon dan naskah keputusan

izin yang menjadi arsip Kecamatan.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bahwa proses

perizinan melalui Tim Teknis Kecamatan, maka :

a.. Kepala Seksi Pelayanan Umum memerintahkan Petugas pengolahan dan

penerbitan untuk melaksanakan penjadwalan dan perencanaan

koordinasi dengan Tim Teknis Kecamatan;

b. Tim Teknis Kecamatan melaksanakan rapat koordinasi dan dapat

dilanjutkan dengan peninjauan f pemeriksaan lapangan;

c. Berdasarkan hasii rapat koordinasi dan/atau peninjauan / pemeriksaan

lapangan Tim Teknis Kecamatan, untuk selanjutnya Tim Teknis

Kecamatan menerbitkan rekomendasi I berita acara Tim Teknis

Kecamatan/ berita acara peninjauan / pemeriksaan lapangan sebagai

bentuk persetujuan dan/atau penolakan teknis perizinan yang telah

didaftarkan;

(a) Jika hasil rekomendasi/ berita acara Tim teknis Kecamatan menyatakan

penolakan, maka :

a. Petugas pengolahan dan penerbitan berdasarkan hasil rekomendasi I
berita acara Tim teknis Kecamatan / benta acara peninjauan /
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pemeriksan lapangan, membuat surat penolakan yang ditandatangani

oleh Camat;

b. Petugas Pengolahan dan Penerbitan meneruskan surat penolakan

berdasarkan hasil rekomendasi / berita acara Tim Teknis Kecamatan I
berita acara peninjauan I pemeriksaan lapangan kepada petugas loket

penerima berkas untuk diserahkan kepada pemohon.

(5) Jika hasil rekomendasi/ berita acara Tim Teknis Kecamatan menyatakan

persetujuan untuk diterbitkannya perizinan, maka petugas pengolahan dan

penerbitan berdasarkan hasil rekomendasi I berita acara Tim Teknis

Kecamatan atau berita acara peninjauan / pemeriksaan lapangan

melakukan entri data ke komputer untuk proses pencetakan penerbitan

naskah keputusan izin untuk pemohon dan naskah keputusan izin yang

menjadi arsip kecamatan, penetapan retribusi dan SKRD, dan/atau untuk
penzinan yang tidak dikenakan retribusi hanya melaksanakan proses

pencetakan penerbitan naskah keputusan izin untuk pemohon dan naskah

keputusan izin yang menjadi arsip Kecamatan.

(6) Untuk proses perizinan yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) huruf e, maka untuk selanjutnya dilaksanakan

proses sebagai berikut :

a. Petugas Pengolahan dan penerbitan menyerahkan hasil pencetakan

penerbitan naskah keputusan izin untuk pemohon dan naskah

keputusan izin yang menjadi arsip Kecamatan, penetapan retribusi dan

SKRD kepada Kepala Seksi Pelayanan Umum untuk diperiksa dan

diparaf persetujuan sebagai bentuk penetapan biaya retribusi, pada

SKRD dan naskah keputusan izin yang menjadi arsip Kecamatan;

b. Apabila proses sebagaimana dimaksud pada huruf a telah selesai, maka

untuk selanjutnya petugas pengolahan dan penerbitan memintakan

paraf persetujuan dari Sekretaris Camat pada Penetapan biaya retribusi,

SKRD dan naskah keputusan izin yang menjadi arsip Kecamatan yang

telah diparaf Kepala Seksi pelayanan Umum; dan

c. Penetapan biaya retribusi, SKRD dan naskah surat keputusan izin yang

menjadi arsip Kecamatan dan telah diparaf oleh Sekretaris Camat

selanjutnya diqiukan oleh petugas pengolahan dan penerbitan kepada

Camat untuk diperiksa dan dimintakan penandatanganan pada

Penetapan biaya retribusi, SKRD, naskah keputusan izin untuk
pemohon dan naskah keputusan izin yang menjadi arsip Kecamatan.
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(7) Untuk perizinan yang tidak dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat {21 dan ayat (3) huruf e, maka untuk selanjutnya dilaksanakan

proses sebagai berikut :

a. Petugas pengolahan dan penerbitan menyerahkan hasil pencetakan

penerbitan naskah keputusan izin untuk pemohon dan naskah

keputusan izin yang menjadi arsip kecamatan kepada Kepala Seksi

Pelayanan Umum untuk diperiksa dan diparaf persetujuan pada naskah

keputusan izin yang menjadi arsip Kecamatan;

Apabila proses sebagaimana dimaksud pada huruf a telah selesai, maka

untuk selanjutnya petugas pengolahan dan penerbitan memintakan

paraf persetujuan dari Sekretaris Camat pada naskah keputusan izin
yang menjadi arsip Kecamatan yang telah diparaf Kepala Seksi

pelayanan Umum; dan

Naskah keputusan izin yang menjadi arsip Kecamatan yang telah

diberikan paraf persetujuan oleh Sekretaris Kecamatan selanjutnya

diajukan oleh petugas pengolahan dan penerbitan kepada Camat untuk
diperiksa dan dimintakan penandatanganan pada naskah keputusan izin
untuk pemohon dan naskah keputusan izin yang menjadi arsip

Kecamatan.

Apabila proses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c telah selesai

dilaksanakan, penetapan retribusi yang telah ditandatangani untuk
selanjutnya diserahkan oleh Petugas Pengolahan dan Penerbitan kepada

Petugas Pembayaran

Apabila proses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c telah selesai

dilaksanakan, SKR yang telah ditandatangani untuk selanjutnya

diserahkan oleh Petugas Pengolahan dan Penerbitan kepada Petugas

Pengambilan untuk diserahkan kepada pemo}ron izin setelah Pemohon

Izin terlebih dahulu melaksanakan pembayaran retribusi izin pada loket

pembayaran.

Keputusan lzin untuk Pemohon yang telah ditandatangani oleh Camat

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, selanjutnya diserahkan

oleh petugas pengolahan dan penerbitan kepada petugas loket

pengambilan untuk diserahkan kepada pemohon izin setelah pemohon

izin terlebih dahulu melaksanakan pembayaran retribusi pada loket

pembayaran dan menunjukkan tanda bukti telah membayar retribusi.

b.

c.

d.

e.
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g' Keputusan Izin yang menjadi arsip Kecamatan dan telah ditandatangani
oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dan ayat (5) beserta
berkas permohonan pendaftaran izin, untuk selanjutnya diserahkan oleh
Petugas pengolahan dan Penerbitan kepada petugas pengelola arsip
Kecamatan.

(8) Bentuk dan format keputusan izin dan keputusan rekomendasi sesuai
dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
GAIYIBAR BAI{GUNAN, PERTIITUNGAN I{ONSTRUKSI DAN SITE PLAN IZTN

MENDIRII(AI{ BANGUNAN

Pasal 14
(1) Gambar Bangunan, Perhitungan Konstruksi dan Site plan merupakan

kewajiban pemoh on lzin Mendirikan Bangunan.
(2) Pengesahan Gambar Bangunan, perhitungan konstruksi dan

UPT Dinas cipta Karya dan Tata Ruang merupakan bentuk
diterbitkannya IMB.

site plan oleh

rekomendasi

BAB VII
PERIZINAN TUNGGAL DAN PARALEL

Pasal 15
(1) Pelayanan perizinan dapat dilakukan d.engan cara sebagai berikut :

a. Perizinan tunggal atau satu jenis perizinan tertentu; dan/atau
b. Perizinan paralel atau untuk beberapa perizinan yang berkaitan.

(2) Dalam hal pelayanan perizinan dilakukan untuk beberapa perizinan yang
berkaitan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat {1), berlaku
ketentuan sebagai berikut :

a' Kelengkapan persyaratan digunakan untuk semua jenis perizinan yang
dimohon berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan/atau

b' Proses pemeriksaan dan peninjauan lapangan ditakukan untuk
kepentingan semua jenis perizinan yang dimohon.

(3) Bentuk dan format formulir permohonan penzinan dan non perizinan
sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB VIII
MEKANISME PENYELENGGARAAII, PERSYARATAN, RETRIBUSI, MASA

BERLAI{U, JANGKA WAKTU PENYELESAIAN, DAI{ PENGARSIPAN
PERIZINAIT DAN IYON PERIZINAIV

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 16

Mekanisme f alur bagan umum proses penyelenggaraan perizinan dan non

perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal L3 sesuai dengan

lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Bagian Kedua
. Persyaratan, retribusi, Masa Berlaku, Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan

dan Non Perizinan

Pasal 17

Persyaratan, Retribusi, Masa berlaku dan Jangka Waktu penyelesaian

perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1)

dan ayat (21 sesuai dengan lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBERIAN SALINAN / DUPLIKAT

KEPUTUSAN IZIN YANG HILANG DAII / ATAU KEPUTUSAN IZIN YANG
RUSAK DAN LEGALISASI PIRIZINAN DAN IYOIT PERIZINAN

Bagian Kesatu
Saiinan / Duplikat Surat Keputusanlzin yang Hilang dan / atau Surat

Keputusan lzin yang Rusak

Pasal 18

(1) Kecamatan dapat memberikan salinan / duplikat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf d kepada Pemohon.

l2l Untuk salinan / duplikat Keputusan Izin yang hilang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan tertulis

kepada Camat dengan melengkapi persyaratan :

a. surat permohonan (bermaterai Rp. 6.000,-);

b. fotokopi KTP pemegang Izin

c. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; dan

d. Apabila yang mengurus / mengajukan / dikuasakan permohonan

salinan / duplikat dilakukan oleh bukan pemilik / pemegang izin,

maka wajib melampirkan surat kuasa dari pemilik / pemegang Izin

dan fotokopi KTP penerima kuasa.
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(1)

(3) Untuk salinan / duplikat Keputusan lzin yang Rusak sebagaimana

dimaksud pada ayat (L), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada

Camat dengan melengkapi persyaratan :

a. surat permohonan (bermaterai Rp. 6.000,-);

b. fotokopi KTP pemeganglzin

c. Menyerahkan Keputusan Izin Asli yang rusak; dan

d. Apabila yang mengurus / mengalukan / dikuasakan permohonan

salinan I duplikat dilakukan oleh bukan pemilik / pemegangizin, maka

wajib melampirkan surat kuasa dari pemilik / pemegang lzin dan

fotokopi KTP penerima kuasa.

Bagian Kedua
Legalisasi lzin

Pasal 19

Camat dapat memberikan legalisasi izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf d kepada Pemohon

Pemohon yang akan melaksanakan proses iegalisasi izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengajukan permohonan tertulis

kepada Camat d,engan melengkapi persyaratan :

a. Surat Permohonan (bermaterai Rp. 6.000,-);

b. Fotokopi KTP pemeganglzin

c. Memperlihatkan Keputusan Izin Asli;

d. Fotokopi Keputusan lzin; dan

e. Apabila yang mengurus I mengqukan / dikuasakan permohonan

salinan / duplikat dilakukan oleh bukan pemilik / pemegang izin, maka

wajib melampirkan surat kuasa dari pemilik / pemegang izin dan

fotokopi KTP penerima kuasa

BAB X
PENCABUTAII DAN PEI{OLAI(AN PENDAT"TARAIT PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pencabutan

Pasal 20

(1) Kecamatan dapat mencabut perizinan dan non perizinan yang telah

diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f kepada pemohon.

(2) Kecamatan dapat mencabut perizinan dan non perizinan yang telah

diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :

a. Berdasarkan permohonan pemilik izin atau korporasi pemilik izin;

tzl
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b. Terdapat kekeliruan atau kecurangan pada saat proses permohonan

pendaftaran izin yang dilakukan secara sengaja dilakukan oleh

pemohon, dan / atau setelah keputusan izin diterbitkan, terdapat

dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam berkas permohonan

pendaftaran izin terbukti tidak benar dan/atau terdapat penyimpangan

yang berhubungan dengan pemalsuan keterangan / persyaratan;

c. Terdapat kekeliruan atau kesalahan secara administratif pada saat

pelaksanaan proses administrasi perizinan dan non perizinan oleh

Kecamatan dengan dasar untuk perbaikan atau revisi;

d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku darr, I
atau kondisi riil / nyata dilapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan dalam izin yang telah diterbitkan dan I atau terjadi

pelanggaran perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan /
kajian / rekomendasi / berita acara SKPD teknis dan / atau Tim Teknis

PATEN; dan

e. Terjadi pencabutan / perubahan legalitas berdasarkan peraturan

perundang-undangan pada dokumen persyaratan yang dilampirkan

dalam berkas permohonan pendaftaran daftar ulang atau perpanjangan

izin.

f. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui

koordinasi dan / atau berdasarkan berita acara / rekomendasi Tim

Teknis.

(3) Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Keputusan Camat.

(4) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas

dan tegas :

a. Alasan * alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;

b. Uraian fakta - fakta yang menunjukkan perlunya pencabutan; dan

c. Akibat hukum dari pencabutan izin.

Bagian Kedua
Penolakan Pendaftaran

' Pasal 21

(1) Kecamatan dapat menolak perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh

pemohon apabila :

a. Tidak memenuhi persyaratan izin sesuai peraturan perundang-

undangan dan I atau kondisi riil I nyata dilapangan tidak sesuai dengan



keterangan pada permohonan pendaftaran izin yang diajukan

berdasarkan hasil peninjauan I rekomendasi / berita acara dari OPD /
SKPD teknis darl / atau Tim Teknis PATEN;

b. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam berkas permohonan

pendaftaran izin terbukti tidak benar dan I atau terdapat penyimpangan

yang berhubungan dengan pemalsuan keterangan / persyaratan pada

saat proses pennohonan pendaftaran izin yang secara sengaja dilakukan

oleh pemohon dan / atau korporasi; dan

c. Terjadi sengketa antara pemohon dan / atau korporasi dengan pihak lain
yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan - persyaratan izin yang

diajukan pada saat pendaftaran perizinan berdasarkan alasan - alasan

hukum dan fakta - fakta yang ada.

(2) Penolakan pendaftaran perizinan dan non perizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat dengan jelas dan tegas:

a. Alasan - alasan hukum sehingga dilakukan penolakan; dan / atau

b. Uraian fakta * fakta yang menunjukan dasar penolakan.

BAB XI
PELAYAI{AN PENGADUAIT DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 22

(1) Kecamatan menyediakan loket pengaduan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf e.

(2) Pengaduan terhadap proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan

dapat dilakukan secara tertulis dan / atau lisan melalui loket pengaduan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan / atau media pengaduan

yang disediakan oleh Kecamatan.

(3) Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Umum sejak

pengaduan diterima.

(4) Petugas loket pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21

huruf e adalah petugas pelaksana pelayanan pengaduan pada

Seksi Pelayanan Umum.

(5) Mekanisme penanganan , pengaduan sesuai dengan lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang

mengenai pelaksanaan pelayanan pengaduan, diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Camat.

2t



Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 23
(1) Kecamatan wajib melakukan evaluasi hasil pelayanan kepada masyarakat

melalui penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala

sesuai Peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kecamatan serta dapat

dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang independen.

BAB XII
KEIENTUAN LAIN - LAIN

Bagian Kesatu
Tata Hubungan Kerja

Pasal24

Dinas/Instansi/Lembaga Teknis Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dapat mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi teknis

kepada Camat tentang Penerbitan / penolakan I pencabutan izin.

Pasal 25

Dinas/Instansi/Lembaga Teknis Daerah/ Satuan Keg'a Perangkat Daerah

(SKPD) yang secara teknis terkait dengan pelayanan administrasi terpadu

kecamatan, berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan

pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perizinan yang

telah diterbitkan

Pasal 26

Dinas/Instansi/Lembaga Teknis Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) berkewajiban menyampaikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 24 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan

disampaikan kepada Camat sebagai bahan tindak lanjut.

Pasal 27

(1) Camat membuat laporan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan

penyelenggaraan PATEN.

(2) Camat wajib memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan PATEN secara

berkala setiap 1 (satu) bulal sekali kepada Dinas / Instansi / Lembaga

Teknis Daerah yang secara teknis terkait dengan PATEN.

Pasal 28

Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan laporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (21 diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati.
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(1)

Bagran Kedua
Penyesuaian Pelaksanaan

Pasal 29
Perizinan yang sudah diberikan sebelum berlakunya peraturan ini, masih tetap

berlaku sampai batas waktu berlakunya izin dimaksud dan I atau sepanjang

tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 30

Pembiayaan dan penerimaan yang berkaitan dengan pelaksanaan PATEN

dianggarkan dalam APBD Kabupaten Cirebon, pada anggaran pendapatan dan

belanja Kecamatan.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XTIT
KETEITTUAIY PENUTUP

Pasal 32
Dengan berlakunya peraturan ini, maka prosedur pelayanan periztnan dan
non perizinan dalam PATEN berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
Pemberlakuan efektif prosedur pelayanan perizinan dan non pertzinan

dalam PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 17 Desember 2Ol4

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundan i Sumber
Pada 1! ii::r;i>:bei' 2il'ilt

(21

TTTITSEKRETARI ERAH KABUPATEN CIREBOY

puoulc MULvANA
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR jd SERI r,i.r5
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 75 TAHUN 2014
TANGGAL 17 DESEMBER 2014

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN

IZIN MEilDIRIKAN BANGUNAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Meletapkar
PERTAMA

NOMOR
CAMAT

Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara ......... Tanggal -...... Alamat

bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat
disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
a. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan
dari Bupati Kepada Camat.

b. Peraturan Bupati Nomor :<x Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor )oo< Tanggal )oo( tentang Penetapan Kecamatan
xo< Sebagai Pelaksana PATEN Di Kabupaten Cirebon;

d. Rekomendasi Tim Pelayanan Perzinan Tingkat Kecamatan Nomor ..... Tanggal .....

DIE UTUAKAN

Memberikan Izin Mendirika-n Batgunan kepada:
Nama
Lokasi Bangunan

No. Surat Taaah

Jenis Bangunarl
Ukural

Garis Sempadan Pagar
Garis Sempadan Bargunarr
Jarak Bangunan
Aga,r menaati ketentuan yang tertuang dibalik naskah ini.
Izin mendirikan Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkar dengan
ketentuan akart diadakan perubahan dan perbaika,n sebagaimana mestinya apabila
dianggap perlu.

Ditetapkan di...................
Pada talgga,l..

CAMAT

Nama t'elas
Pangkat/ Golongan

NIP

KEDUA
KETIGA



KETEITTUAN PELN{SANAAN DAN SAIIIKSI:
1. Peraturan pelaksanaan yang harus dipenuhi/ditaati:

1) Pelaksanaan pendirian bangunan harus dilaksanakan mengacu pada gambar yang
telah disahkan;

2) Tidak melanggar batas Garis Sempadan Bangunan yang telah ditentukan;
3) Luas bangunan tidak melebihi batas toleransi Building Coverage Ratio (BCR);
4) Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung harus memakai dinding penutup

halaman yang rapih; dan
5) Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung tidak diperkenankan menaikan,

menurunkan serta menyimpan bahan-bahan bangunan yang dapat menimbulkan
gangguan arus IaIu lintas atau kecelakaan bagi pengguna jalan.

2.Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut / ditinjau kembali apabila :

1) Da1am waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan ternyata belum/tidak ada
pelaksanaan pekerjaan dan/atau berhenti sama sekali dengan alasan yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan;

2) Dikemudian hari ternyata diketahui bahwa untuk memperoleh ab ini memberikan
keterangan-keterangan yang tidak benar; dan

3) Tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut pada poin 1 dan peraturan perundang-
undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN

Membaca

Menimba.ng

Mengingat

Uenetapkaa
PERTAMA

IZIN GAI{GGUAN
ITOMOR
CAMAT

Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara ......... Tanggal ....... Alamat

bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat
disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
a. Peraturar Bupati Nomor 67 tahun 2Ol4 tentang Perubahan Peraturan Bupati

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian
dari Bupati Kepada Camal.

b. Peraturan Bupati Nomor :or Tahun 2014 tentang
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor )oo< Tangga-l )o tentang Penetapan Kecamatan
Pelaksana PATEN;

d. Rekomendasi Tim Pelayanan Perzinan Tingkat Kecamatan Nomor ..... Talggal .....

UEUUTUSKAN

Memberikan lzin Gangguan kepada:
Nama Usaha/ Perusahaan
Alamat Usaha/ Perusahaan

Jenis Usaha
Luas Tempat Usaha
Daya Kekuatan/PK
Status Tanah
Nama Pemilik Usaha
Alamat Pemilik Usaha

PK (bagi yang menggunakan mesin)

Agar menaati ketentuan yang tertuang dibalik naskah ini.
Izin Gangguan ini berlaku sepanjang perusahaan ini melakukan kegiatan usaha dan
apabila memenuhi persyaratan yeng berlaku diwajibkal melal<ukar Daftar Ulaag
(Herregtstrasif retlap 3 ltfgtf tshuE relralt
Izin Gangguan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di
Pada tanggal..

CAMAT

Nama ielas
Pangkat/ Golongan

NIP

Kewenangan Pemerintaian

Prosedur Penyelenggaraan

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT



I(ETTNTUAN YANG HARUS DILAI{SANAXAN:
1. Keamanan:

1) Di dalam perusahaan harus disediakan alat-alat pemadam kebakaran;
2l Di dalam perusahaan dilarang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar;
3) Harus mengikuti dan menaati undang-undang keselamatan kerja;
4) Melakukan usaha-usaha menghindarkan pencema-ran.

2. Ketertiban
1) Dilarang mengadakan kegaduhan antara jam 18.00 s/d 06.00 WIB;
2J Dilarang menyimpan barang-barang di pinggir jalan/trotoar dan halaman rumah

orang lain;
3) Bangunan perusahaan harus sesuai dengan perencanaan dan keindahan kota;

. 3. Ketenagakerjaan
1) Diwajibkan mengutamakan tenaga keq'a setempat;
2l Dilarang mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur;
3) Melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan dan upah minimum sesuai ketentuan yang

berlaku.

4.Izin Gangguan ini dinyatakan tidak berlaku apabila:
1) Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
2l Pemegang izin mengubah/menambah jenis usaha atau menambah luas usaha tanpa

mengajukan perubahan ann;
3) Tidak melakukan daftar ulang (herregistrasi)
4) Izin Gangguarl ini dipindahtangankan tanpa pemberitahuan kepada Camat;
5) Usaha pemegang 2in dihentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan;
6) Tempat usaha sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungan atau bertentangan

dengan kepentingan umum.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan : a. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2014 tentang Peruba-han Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahal Sebagian Kewenangan Pemerintalan
dari Bupati Kepada Camat.

b. Peraturan Bupati Nomor xx TaIun 2014 tentang Prosedur Penyelenggaraarr
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Keputusan Bupati Cirebon Nomor loo( Tanggal xxx tentang Penetapan Kecamatan
Pelaksana PATEN;
Rekomendasi Tim Pelayana;r Perizinan Tingkat Kecamatan Nomor ..... Tanggal .....d.

NAMA PERUSAHAAN

NAMA PENANGGUNG
JAWAB DAN JABATAN
AT-AMAT PERUSAHAAN

NOMOR TELEPON FAX

MODAL DAN KEKAYAAN
BERSIH PERUSAHAAN

(TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANCUNAN)

KELEMBAGAAN

KEGIATAN USAHA (KLBI)

BARANG/JASA

DAGANGAN UTAMA

IZIN INI BERLAKU UNTUK MEI-AKUKAN KEGTATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH
REPUBLIK INDONESTA SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHAI'IYA DAN WAJIB
MENDAFTAR ULANG SETIAP 5 {LIMA} TAHUN SEKALI

Nomor Berlaku sd. Tanssal

Ditetapkan di...................
Pada tanggal..

CAMAT

Nama t'elas
Pangkat/ Golongan

NIP



KTTE1TTUAIY YAI{G IIARUS DILN(SAIYAKAIY :
1. Masa berlaku dan pendaftaran ulang IUp:

1) IUP berlaku serama perusahaan perdagangan menjalankan usaha;2) Perusahaan Perdagan8an yang telah memiliki IUp wajib melakukan pendaftran ulangsetiap 5 (Iima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

2. IUP dilarang digunakan untuk:
1) Yang tidak sesuai dengan kelembaga an d.an/a[au kegiatan usahanya, sebagaimanatercantum dalam IUp ini;
2) Menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidakwajar (moneg game);
3) Perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (single teuelmarketing atau multi leuel marketing);
4) Perdagangan jasa survey;
5) Perdagangan bery'angka komoditi.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN ...-.........-....-...

TANDA DAE TAR PERUSAIIAAN

Berdasarkal : a. Peraturan Bupati Nomor 67 tatrun 2014 tentang Perubalal Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan
da-ri Bupati Kepada Camat.

b. Peraturan Bupati Nomor xx Talun 2014 tentang Prosedur Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Keputusan Bupati Cirebon Nomor )oo( Tanggal xxx tentang Penetapan Kecamatan
Pelaksana PATEN;
Rekomendasi Tim Pelayanan Perizinan Tingkat Kecamatan Nomor ..... Tanggal .....

NAMA PERUSA}IAAN STATUS:

NAMA PENGURUS/
PENANGGUNGJAVT/AEI
AI-AMAT PERUSAHAAN

NPWP

NOMORTtrLEPON FAX

KEGIATAN USAHA

Ditetapkan. di.
Pada talggal..

CAMAT

Nama jelas
Pangkat/Golongan

NIP



KETEITTUAN PELAI(SAITAAIY DAIT SAIITKSI:
1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum;
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan oada papan nama perusahaan

dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan

tertulis kepada kantor penerbit Tanda Daftar Perusahaan untuk memperoleh
penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;

4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada kantor
penerbit Tanda Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan dalam waktu 3
(tiga) bulan setelah tedadinya perubahan;

5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
1) Pembubaran bentuk perusahaan, atau
2) Pembubaran perusahaan, atau
3) Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya, atau
4) Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluawarsa atau berakhir, atau
5) Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan putusan pengadilan

negeri yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

diterbitkannya dan wajib diperbaharui selambat-lambatrrya 3 (yiga) bulan sebelum
masa berlakunya habis;

7. Barangsiapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya
diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan
sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan
pidana penjara selama-lamanya 3(tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). (Pasal32 UU-WDP);

8. Barangsiapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau
tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-
lamanya 3(tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.500.000,- {satu juta
Iima ratus ribu rupiah). (Pasal33 UU-WDP);

9. Barangsiapa tidak meLakukan kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau
peraturan pelaksana€Lnnya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau
mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan
pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-
lamanya 2(dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta
rupiah). (Pasal 34 UU-WDP).



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetap&an
PERTAMA

IZIN USAI{A MIKRO DAN KECIL
I{OMOR
CAMAT

Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara ......... Talggal ....... Alamat

bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratar yang telah ditetapka,n dan dapat
disetujui, oleh karena itu mengarggap perlu men€tapkan dengan Surat Keputusan.
a. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan
dari Bupati Kepada Camat.

b. Peraturan Bupati Nomor :or Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelenggaraan
Peiayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor )oo( Talggal xxx tentang Penetapan Kecamatan
Pelaksana PATEN;

d. Rekomendasi Tim Pelayanan Perizinan Tingkat Kecamatan Nomor ..... Tanggal .....

MEUUTUSKAIY

Memberikan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada:
Nama Usaha/ Perusahaan
Alamat Usaha/Perusahaan

Jenis Usatra
Luas Tempat Usaha
Daya Kekuatan/PK
Status Tanah
Nama Pemilik Usaha
Alamat Pemilik Usaha

PK (bagi yang menggunakan mesin)

Agar menaati ketentuan yang tertuang dibalik naskah ini.
Izin Usaha Mikro dal Kecii ini berlaku sepanjang perusahaan ini melakukan
kegiatan usaha dan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku diwajibkan
melakukan Daftar Ulaag (Heregfstrasfl setlap 5 (lioaf tahun sekali
Izin Usaha Mikro dan Kecil ini mulai beila-ku sejak talggal ditetapkan dengan
ketentuan akal diadakal perut ahan dan perbaikal sebagaimana mestinya apabila
dialggap perlu.

Ditetapkan di...................
Pada tanggal..

CAMAT

Nama ieLas
Pangkat/ Golongan

NIP

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT



KT?EITTUAN YAITG HARUS DILATTSATTTAKAII :

1. Keamanan:
1) Di dalam perusahaan harus disediakan alat-alat pemadam kebakaran;
2) Di dalam perusahaan dilarang menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar;
3) Harus mengikuti dan menaati undang-undang keselamatan kerja;
4l Melakukan usaha-usaha menghindarkan pencemaran.

2. Ketertiban
1) Dilarang mengadakan kegaduhan antara jam 18.00 s/d 06.00 WIB;
2l Dilarang menyimpan barang-barang di pinggir jalan/trotoar dan halaman rumah

orang lain;
3) Bangunan perusahaan harus sesuai dengan perencanaan dan keindahan kota;

3. Ketenagakerjaan
1) Diwajibkan mengutamakan tenaga kerja setempat;
2) Dilarang mempekerjakan tenaga keda dibawah umur;
3) Melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan dan upah minimum sesuai ketentuan yang

berlaku.

4.Izin Usaha Mikro dan Kecil ini dinyatakan tidak berlaku apabila:
1) Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
2) Pemegang izin mengubahlmenambah jenis usaha atau menambah luas usaha tanpa

mengajukan perubahan izin;
3) Tidak melakukan daftar ulang (herregistrasi)
4l Izin Usaha Miro dan Kecil ini dipindahtangankan tanpa pemberitahuan kepacla

Camat;
5) Usaha pemegang izin dihentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan;
6) Tempat usaha sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungan atau bertentangan

dengan kepentingan umum.



@
M

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Meaetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

IZIN USAIIA PERI'ILMAI{
I{OMOR
CAMAT

Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara ......... Talggal ....... Alamat

bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat
disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
a. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2014 tentang Perubahal Peraturan Bupati

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan
dari Bupati Kepada Camat.

b. Peraturan Bupati Nomor >o< Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor:oor Tanggal )alx tentang Penetapan Kecamatan
Pelaksana PATEN;

d . Rekomendasi Tim Pelayanan Perizinan Tingkat Kecamatan Nomor . . . . . Tangga l . . . . .

U DU UTU 3 KAN

Memberikan Izin Usaha Perlilman kepada:
Nama Usaia/ Perusahaan
Alamat Ussha/ Perusahaan

Jenis Kegiatan Usaha
Nama Pemilik Usaha
Alamat Pemilik Usaia

Pemegang Izin Usaha Perfihun berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan
peraturan dibidang perfilman.
Izin Usaha ini dapat dlcabut apabila dalam melakukan kegiatannya terbukti
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izin Usaha Perfrleman ini wajib melakukan daftar ulang setiap tahun dan diajukan
paling lambat 1 (satu) buian s€belum Izin usaha berakhir.
Izin Usaha Perlileman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dianggap
perlu.

Ditetapkan di...................
Pada tanggal..

CAMAT

Nama ielas
Pangkat/ Golongan

NIP



@
M

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Meaetaptaa
PERTAMA

IZIN PEMASANGAN REKLAIYIE
ITOMOR
CAMAT

Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara ......... Tanggal -...... Alarhat

bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat
disetujui, oleh karena itu menganggap perlu men€tapkan dengan Surat Keputusan.
a. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2Ol4 tentang Perubahan Peraturan Bupati

Nomor 18 Tahun 2O1O tentalg Pelimpahan Sebagian Kewenangal Pemerintaian
dari Bupati Kepada Camat.

b. Peraturan Bupati Nomor :o< Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor )oc Talggal )oo. teotang Penetapan Kecamatan
Pelaksara PATEN;

UEUUTUAKAlt

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada:
Nama Pemilik Reklame
Alamat Pemilik Reklame

Jenis Reklame
Alamat Pemasalgan Reklame
Jalgka Waktu Pemasangan

Pemegang ldn Pemasangan Reklame berkewajiban untuk menaati dan
melaksanakan norma, adat istiadat masyarakat setempat serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Izin Pemasangan Reklame ini dapat dlcaDut apabila dalam melakukan kegiatan dan
peraga yang dipasang terbukti tidak sesuai dengan ajuan permohonan dan/atau
melanggar norma, adat istiadat serta ketentuan peraturan perundang-undangal.
Izin Pemasangan Reklame ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikaa sebagaimana mestinya apabila
dianggap perlu.

Ditetepkan di...................
Pada tangqal..

CAMAT

Nama ielas
PangkatlGolongarr

NIP

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT



@
w

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkaa
PERTAMA

IZIN PEITGGUNAAN JALAI{
NOMOR
CAMAT

Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara ......... Talggal ....... Alamat

bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat
disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
a. Peraturan Bupati Nomor 67 tahnn 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati

Nomor 18 Tahun 2O10 tentang Pelimprahan Sebagian Kewenangan Pemedntaian
dari Bupati Kepada Camat.

t,. Peraturan Bupati Nomor )or Tahun 2O),4 ter.ta]],g Prosedur Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor )oo( Tarrggal )olx tentang Penetapan Kecamatan
Pelaksana PATEN;

d. Rekomendasi Tim Pelayanan Perizinan Tingkat Kecamatan Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN

Memberikan lzin Penggunaan Jalan kepada:
Nama
Alamat

Tujuan Penggunaan Jalan
Lokasi Jalafl Yang Digunalan

Jalgka Waktu Penggunaan Jalan

Pemegang Izin Penggunaan Jalan berkewajiban untuk menghormati dal memenuhi
hak pengguna jalan lain dengan melat<ukan pengalihan arus la-lu lintas serta
menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Izin Penggunaan Jalarr ini dapat dicabut apabila dalam melakukan kegiatan terbukti
tidak sesuai dengal ajuan permohonan dart/atan melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Izin Penggunaan Jalal ini mulai berlaku sejak tanggai ditetapkan dengan ketentuan
akan diadakal perubahan dan perbaikan sebagaimala mestinya apabila diarggap
perlu.

Ditetapkan di...................
Pada tanggal..

CAMAT

Nama ielas
Pangkat/ Golongan

NIP

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT



f..eE-Fq,rl
w

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Itreaetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan: Kepada Yth

SURAT RTKOMENDASI
NOMOR
CAMAT

Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara ......... Tanggal ....... Alamat

bahwa Pemohon telah memenuhi persyarataa yang telah ditetapkan dar dapat
disetujui, oleh karena itu rnengangap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
a. Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2014 tentang Peruhaha_n Peraturan Bupati

Nomor 18 Tahun 2O10 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenalgan pemerintahan
dari Bupati Kepada Camat.

b. Peraturan Bupati Nomor >or Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelengqaraa.n
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

c. Keputusan Bupati Cirebon Nomor )oo( Tanggal xxx tentarg Penetapan Kecamatan
Pelaksana PATEN;

ME}IUTUSKAN

Memberikan Rekomendasi kepada:
Nama :

TempatlTanggal Lahir
N1K

Alamat

Untuk
Dengan Ketentuan

Pemegang Rekomendasi berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan sebagaimala
tersebut da-lam Diktum PERTAMA serta menaati peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Rekomendasi ini dapat dlcabut apabila penerima rekomendasi terbukti tidak sesuai
dengan ajuan permohonan dan/atau tidak menaati ketentuan pada Diktum
PERTAMA dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rekomendasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
diadal<an perubahan dan perbaikal sebagaimana mestinya apabila dianggap per1u.

Ditetapkan di
Pada tangqal

CAMAT

Nama ielas
Pangkat/ Golongan

NIP

1.

2.
3.

Bupati Cirebon (sebagai Laporar);



Keterangan:
1. Surat izin dicetak pada kertas ukuran legal 80 gram berwarna hijau muda;
2. Surat daftar ulang/herregistrasi izin dicetak pada kertas ukuran legal 80 gram

berwarna kuning muda dengan mancantumkan frasa "DAFIAR ULANG" pada
bagian kanan atas setelah Kop Surat.

3. Surat duplikat/salinan izin dicetak pada kertas ukuran legal 80 gram berwarna
merah muda dengan mancantumkan frasa .DUPLIKAT" pada bagian kanan atas
setelah Kop Surat.

4. Surat rekomendasi dicetak pada kertas ukuran 1egal 7A gram berwarna putih;
5. Pada cetakan surat halaman pertama terdapat tanda air (watermark) logo

Kabupaten Cirebon.
6. Menggunakan huruf boakman old stgle ukuran 12.
7. Penandatanganan menggunakan tinta warna biru.

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan
Pada tanggal
4z.SEKRETARI

umber

RAH KABUPATEN CIREBON p

DUDUNG MULYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2OI4 NOMOR SERI



LAMPIRAN II PERA?URAN BUPATI CIREBON
NOMOR 75 TAHUN 2014
TANGGAL 17 DESEMBER 2014

FORM IMB
Perihal
Lampiran

Permohonan lzin Mendirikan Bangunan
1 (satu) berkas

Kepada
Yth. Camat .....

Di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Data Pemohon(pemilik bangunan, dafa sesual fotocopy KTP yang dilampirkan)
a. Nama pemohon :

b. Alamat rumah :

c. Nomor bukti identitas diri :

d. Nomor telepon I Hp

ll. Data Penerima Kuasa Pengurusan (bila dikuasakan, data sesuai fotocapy KTP yang dilampirkan)

Alamat rumah
Nomor bukti identitas diri

Dengan ini mengajukan permohonan lzin Mendirikan Bangunan Baru /Perubahan *) dengan data
sebagai berikut:
Itt. Data Bangunan (dafa sesuaidokumen yang dilampirkan)

Nama pemilik bangunan
Alamat dan Telpon

Sifat Bangunan
Fungsi utama bangunan
Luas tanah keseluruhan
Status tanah
Luas bangunan
Lokasi bangunan
1. Jalan
2. RTIRW
3. Desa
4. Kecamatan

lV. Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan Administrasi:
1. Fotocopy KTP pemohon yang berlaku;
2. Fotocopy KTP penerima kuasa dan Surat kuasa diatas materai(jika dikuasakan);
3. Surat pernyataan pemohon untuk pendirian bangunan keperluan rumah tinggal;
4. Fotocopy bukti hak atas tanah (rekomendasi dari Bank bagi tanah yang sedang diagunkan);
5. Bukti kerjasama/sewa menyewa pemohon dan Surat pernyataan tidak keberatan pemilik

tanah (ika pemohon bukan pemilik tanah),
6. Surat keterangan tidak saling sengketa yang dikeluarkan oleh Kuwullurah;
7. Fotocopy SPPT dan bukti pelunasan PBB; dan
8. Denah lokasi.

B. Persyaratan Teknis:
1. Gambar rencana bangunan (sempadan jalan, tampak, potongan dan gambar konstruksi

termasuk didalamnya rencana sumur peresapan, septic tank dan bak kontrol);
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB),dan
2. Dokumen kontrak apabila pekerjaan diborongkan.

Demikian permohonan lzin Mendirikan Bangunan ini kami ajukan dan apabila dikemudian hari

keterangan/datalinformasi yang kami sampeikan tidak benar/palsu kami menyatakan bersedia dicabut lzin

Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pemohon
(pemilik bangunan)

(Materai Rp.6004,-)

a.
b.
c.

a.
b.

c.

d.
o

f.
g
h.



FORM IZIN GANGGUAN
Perihal : Permohonan lzin Gangguan
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada:

Yth. Camat ... .....
Di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Data Pemohon (pemilik usaha, data sesuai fotocopy KTP yang dilampirkan)

b. Alamat rumah
c. Nomor bukti identitas diri :

d. Nomor telepon / Hp

ll. Data Penerima Kuasa Pengurusan (bila dikuasakan, data sesual fotocopy KTP yang dilampirkan)
a. Nama penerima kuasa ;

b. Alamat rumah
c. Nomor bukti identitas diri

Dengan ini mengajukan permohonan lzin Gangguan Baru / Daftar Ulang / Perubahan *) dengan data
sebagai berikut:
lll. Data Usaha (dafa sesuaidokumen yang dilampikan)

b. Nama Perusahaan :

c. Alamat dan Telpon :

d. Luas tanah keseluruhan :

e. Alamat Tempat Usaha
1. Jalan
2. RT/RW
3. Desa
4. Kecamatan

f. Modal Usaha
g. Jenis Usaha
h. Luas Tempat Usaha :

i. Menggunakan mesin/tidak :

j. Jumlah Tenaga Kerja .

lV. Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP pemohon yang berlaku;
2- Fotocopy KTP penerima kuasa dan Surat kuasa diatas materai yang berlaku (ika dikuasakan):
3. Fotocopy bukti hak atas tanah (Rekomendasi dari Bank bagi tanah yang sedang diagunkan);
4. Bukti kerjasama/sewa menyewa pemohon dan Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik

tanah fiika pemohon bukan pemilik tanah);
5. Surat keterangan tidak saling sengketa yang dikeluarkan oleh Kuwu/Lurah,
6" Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan;
7. Foto copy akte pendirian perusahaan dan Foto copy NPWP;
8. Persetujuan / izin tetangga terdekat dan/atau masyarakat sekitar yang terkena dampak gangguan
9. Fotocopy SPPT dan bukti pelunasan PBB, dan
10. foto copy surat lzin Gangguan / Surat daftar ulang (Heregistrasi) lzin Gangguan Asli untuk daftar

ulang atau perubahan lzin Gangguan.

Demikian permohonan lzin Gangguan ini kami ajukan dan apabila dikemudian hari
keteranganldata/informasi yang kami sampaikan tidak benar/palsu kami menyatakan bersedia dicabut lzin
Gangguan yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
(pemilik Usaha)

(Materai Rp.6000,-)

(selain tanah&bangunan)



FORM IUP

Kepada:
Yth. Camat.

Di-

@
Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Surai tzin Usaha Perdagangan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Peadagangan Republik lndonesia
Nomor 36/N4-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Sural Usaha Perdagangan:

Perihal : Permohonan Perizinan Usaha Perdagangan
Lampiran : 1(satu)berkas

'1. Permohonan SIUP Baru
2. Permohonan Pendaftaran Ulang/Perubahao SIUP

1. Nama
2. Alamai tempat tinggal
3 Tempat/Tanggal lahir
4 Nomor Tlp./Fax
5. Nomor KTP/Paspor
6. Kewarganegaraan
[n:E 8? lEmEllttt
1. Nama perusahaan

2 Alamat perusahaan

3. Provinsi
4. Kabupaten
5. Kecamatan
6. Kelurahan/Desa
7. Nomor Tlp./Fax
L Status
I Kode Pos

2

1. Akta pendirian
a. Nomor & Tgl. Akta :

b. Nomor & Tgl. Pengesahan:
Akta perubahan

1. Modal& nilai kekayaan bersih perusahEan:
(Tidak termasuk ianah dan bangunan)

2. Saham (Khusus uniuk PN,IA)

a. ToialNilaiSaham
b. KomposisiKepemilikan

a. Nomor & Tgl. Akta i

b. Nomor & Tgl. Pengesahan :

WEEE@EE

@d!EE
1. Kelembagaan :

2. Jenis usaha dalam (HO) :

3. Kegiaian usaha :

4. Barang/jasa dagangan utama :

: Nasional _ o/o; Asing

(KBLl5 Disit)

Demikian Surat Permohonan SIUP ini kami buat dan diisi dengan sebenarnya dan apabila
d kemudian hari ternyata keterangan/data/informasi tersebul tidak benar/palsu, kami menyatakan
bersedia dicabut SIUP yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai peraluran perundang,undangan yang
berlaku.

Pemohon
(pemilik Usaha)

( C a p/Stem pel Petu sa h aa n
Materai Rp.60a0,-)



FORM TDP PO
Pedhal
Lampiran

Permohonan Tanda Daftar Perusahaan
1 (satu) borkas Kepada:

Yth. Camat .......
Di-

Yang b€rtanda tangan di bawah ini mengajukan permintaan pendaftaran perusahaan sebagairhana
dimaksud Undano-undano nomor 3 tahun 1982 tentano Waiib Daffar Perusahaan :

1. Pendaftaran 
- 

Siru l--l oaftar utane f] eeruuanan[
2. Daftar Ulang Ke

@tr
1. Nama

2. Alamat tempat tinggEl
3. TempauTanggal lahir
4. Nomor Tlp.lFax
5. Nomor KfP/Paspor
6. Kewarganegaraan

@
1. Nama p€rusahaan

2. Alamat perus€haan

3. Provinsi
4. Kabupaten
5. Kgc€matan
6 Kelurahan/Desa
7. Nomor Tlp./Fax
8. Status
I Kode Pos

1

2.

NEma kelornpougrup Perush. :

Status Porusahaan

Jika Kantor Cabangy'PembantL/PeMakilan, lengkapi data:

(bila ada)

4.

6.
7.

: Prr4A f----l PMDN f-----l Lainnya f]]]

8. BEntuk kerjasama pihak kgtiga: Jaringan lnternas.f] Jaringan Nas[warataba lnternasf]
Waralaba Nas. I lKso I l[4andiri

9. 1) M€rek dagang(apabila ada):
2) Pemegang Hak Paten :

3) Pemegang Hak Cipta ..

lzin-izin dan Legalitas lainnya yang dimiliki (SIUP, Sll, SIUJK dst)
No Jenis lzin Nomor Dikeluarkan ol6h Tenggal

Keluer
Masa

bedaku
1.

2.

4.

No.
No.

. Kantor lunggal T---l f\antor Pusat f---ixantor Cabangf--l
KanlorPembantuf] Perwakltan I-----i

'1) Nama Perusahaan lnduk :

2) Nomo. TDP
3) Alamat
Lokasi unit produksi

1) Nasabah utama bank
2) Jumlah Bank nasabah
NPWP
Bentuk penanaman modal
'l) Tanggal pendirian

2) Tanogal mulai kegiatan



Ket Apabila tidak cukup dapat dibuat dalam lampiran terpisah ditandatangani dan djcap oleh
penanggungjawab/Diroktur utama-

Ket Apabila iidak cukup dapat dibuat dalam lampiran teFisah ditandatangani dan dicap
penanggungjawab/Direktur utama.

2.
3.

4.

Jenis Kegiatan l-Jsaha

1) Kegiatan usaha pokok
2) Kegiatan usaha lain

3) Komoditi/Produkutama
4) KomoditilProdukutama

Omset Petusahaan/tahun
Modal dan saham
1) Modal dasar
2i Modal ditempatkan
3) Modaldiseto.
4) Banyak saham(lembao
5) Nilai nominal per saham
Total Aset
Jumlah karyawan
Kedudukan dlm keg. usaha

(setelah perusahaan beroperasi)

(setelah perusahaan beroperasi)
TolaJ

: ProdLsen f---l Eksoortir T---l sub Dislrib f-_j
Distributor/v\,/holesater/crosir E= tmp;d;r f] p.ng""". f=
Asen I I

Satuan
Satuan
import

Jika Penoecer. sebutkan ienis usaha.
swatay6;supermarlet E Toserba/Dept.store E roko/Kios E Lainnya fI

MIre@
Ka.lor tunggal tidak perlu mengisi
Apabila pendaftarn ini dilakukan oelh Kantoa PusaUlnduk agar disebutkan setiap kanlor

Jika Produsen, untuk perusahaan yang menggunakan mesin agar mengisi data:
'1) Kapasitas tepasang :

2) Kapasitas produksi /tahun :

3) Kandungan komponen : Lokal ok

No Kedudukan da,am Peausahaan Nama TempauTanggal lahir
(1) (2) (3) (4)

Alamat Tetap NomoaTelepon Kewarganegaraan Tgl l\4enduduki Jabatan
(s) (6) (7) (8)

Kedudukan dlm Persh. lain Nama Persh Alamat Persh. Tgl Menduduki Jabatan
(e) (10) {11) t12)

Caba lan
No Nama Perusahaan No TDP Alamat Perusahaan
t1] (2\ (3) (4\

Kabupaten/Koia No TID
15) (6) ,T\



Statrs Porusahaan Jenis Keoiatan usaha
(8) (9)

l(eit Apabila tidak cukup dapat dibuat dalam lampiran tBrpisah ditardatangEni dan dicap oleh
penanggungialr€t/Direktur utama.

@
Demikian pemohonan Tanda Daftar Perusahaan ini diisi dengan sebenarnya dsn apabila dikemudian
hari temyata ketgrangan/data/informasi teEebut tidak bgnar/palsu, kami menystakEn bergedia dituntut
sosuai peraturan perundang-undangan yang bErlaku.

Pemohon
(Pongurus/PerEnggungjawab)

(Sten@l Peruehaan & Mateai Rp.600O,-)

Nama
Jabaten



1. Nama Perusahaan
2. Nomor TDP
3. Berlaku sampai dengan

1.

2.

3.

4.

Penyerahan Pertama/Ulangan
Nomor Agenda :

5

Pengawasan/Penelitian Formulir
Tanggal
Pengesahan/Penolakan
Tanggal :

Dicatat dalam buku induk perusahaan
Nomor :

Nama Pencatat :

Agenda CV
Nomor :

Nama Pencatat :

Tanggal :

Nama :

Tanggal

Paraf Petugas:

Paraf Petugas:

Paral Petugas:

Paraf Petugas:Tanggal :

Kode KLBI

Nomor

'1.

2.

AlasanPenolakan

Lain-lain

CAMAT

Nama ielas
PangkaUGolongan

NIP

Tembusan: Kgpada
1. Kepala KPP Pusat
2. Kepala KPP Provinsi Jawa Barat
3. Kepala KPP Kabupaten Cirebon

Kode Kecamatan:



FORM IUMK
Perihal : Permohonan lzin Usaha Mikro dan Kecil
Lampiran : 1 (satu)berkas Kepada:

Yth. Camat ... ....
Di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Data Pemohon(pemilik usahaz, data sesual fotocopy KTP yang dilampirkan)
a. Nama pemohon
b. Alamat rumah :

c. Nomor bukti identitas diri
d. Nomor telepon I Hp :

ll. Data Penerima Kuasa Pengurusan (bila dikuasakan, data sesual fotocopy KTP yang dilampirkan)
a. Nama penerima kuasa :

b. Alamat rumah
c. Nomor bukti identitas diri :

Dengan ini mengajukan permohonan lzin Usaha Mikro dan Kecil Baru / Daftar Ulang / Perubahan *)

dengan data sebagai berikut:

Ill. Data Usaha (dafa sesuaidokumen yang dilampirkan)
a. Nama pemilik Usaha :

b. Nama Perusahaan :

c. Alamat dan Telpon :

d. Alamat Tempat Usaha
1. Jalan
2, RTI RW
3. Desa
4. Kecamatan

e. Jenis Usaha
f. Luas Tempat Usaha :

g. Menggunakan mesin/Tidak ':

h. Modal Usaha :

i. Omset pertahun :

(selain tanah&bangunan)
...... (setelah usaha beroperasi)

lV" Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP pemohon yang berlaku,
2. Surat kuasa diatas materai & fotocopy KTP penerima kuasa (jika dikuasakan);
3. Surat keterangan i pengantar dari Kuwu / Lurah;
4. Fotocopy bukti hakatas tanah (rekomendasi dari Bank bagi tanah yang sedang diagunkan);
5. Bukti kerjasama/sewa menyewa pemohon dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik

tanah fiika pemohon bukan pemilik tanah);
6. Neraca awal perusahaan & foto copy NPWP;
7. Persetujuan / izin tetangga terdekat dan/atau masyarakat sekitar;
8. Fotocopy SPPT dan bukti pelunasan PBB, dan
9. Foto copy surat lzin Usaha Mikro dan Kecil / Surat daftar ulang (Heregistrasi) lzin Usaha Mikro

dan Kecil Asli untuk daftar ulang atau perubahan lzin Usaha Mikro dan Kecil.

Demikian permohonan lzin Usaha Mikro dan Kecil ini kami ajukan dan apabila dikemudian hari
keterangan/data/informasi yang kami sampaikan tidak benar/palsu kami menyatakan bersedia dicabut
SIUMK yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
(pemilik Usaha)

(Stempel Usaha & Materai Rp.6A00,-)



FORM IZIN USAHA PERFILMAN
Perihal : Permohonan Perizinan Usaha Perfilman
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada:

Yth. Camat
Di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Data Pemohon(pemilik usaha, dafa sesuai fotocopy KTP yang dilampirkan)

b. Alamat rumah :

c, Nomor bukti identitas diri :

d. Nomor telepon / Hp

ll. Data Penerima Kuasa Pengurusan (bila dikuasakan, dafa sesual fotocopy KTP yang dilampirkan)
a. Nama penerima kuasa
b. Alamat rumah
c. Nomor bukti identitas diri :

Dengan ini mengajukan permohonan lzin Usaha Perfilman Baru I Daftar Ulang *) dengan data sebagai
berikut:

lll. Data Usaha (dafa sesuaidokumen yang dilampirkan)
a. Nama pemilik usaha :

b. Nama perusahaan
c. Alamat dan Telpon :

d. Alamat tempat usaha
1. Jalan
2. RT/RW
3. Desa
4. Kecamatan

e. Jenis kegiatan usaha :

f, Fasilitas '. a.
b.
c.

lV. Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP pemohon yang berlaku;
2. Surat kuasa diatas materai & foto copy KTP penerima kuasa (jika dikuasakan);
3. Pas foto pemohon ukuran 4 X 6 (sebanyak 3 lembar);
4. Foto copy NPWP & Foto copy akte pendirian perusahaan bagiyang berbadan hukum;
5. Surat keterangan/pengantardari Kuwu/Lurah;
6. Persetujuan / izin tetangga terdekat dan/atau masyarakat sekitar;
7. Fotocopy bukti hak atas tanah (rekomendasi dari Bank bagi tanah yang sedang diagunkan);
8. Bukti kerjasama/sewa menyewa pemohon dan Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik

tanah (ika pemohon bukan pemilik tanah);
9. Fotocopy SPPT dan bukti pelunasan PBB; dan
10. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Sektor setempat

Demikian permohonan lzin Usaha Perfilman ini kami ajukan dan apabila dikemudian hari
keteranganldata/informasi yang kami sampaikan tidak benarlpalsu kami menyatakan bersedia dicabut lzin
Usaha Perfilman yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
(pemilik Usaha)

(Materai Rp.6000,-)



FORM IZIN PEMASANGAN REKLAME
Perihal : Permohonan lzin Pemasangan Reklame
Lampiran : '1 (satu) berkas Kepada:

Yth. Camat........
Di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Data Pemohon (pemilik reklame, data sesuaifotocopy KTP yang dilampirkan)
a. Nama pemohon
b. Alamat rumah :

c. Nomor bukti identitas diri :

d. Nomor telepon / Hp

ll. Data Penerima Kuasa Pengurusan (bila dikuasakan, data sesual fotocopy KTP yang dilampirkan)
a. Nama penerima kuasa :

b. Alamat rumah :

c. Nomor bukti identitas diri

Dengan ini mengajukan permohonan lzin Pemasangan Reklame dengan data sebagai berikut:

Ill. Data reklame (dafa sesuaidokumen yang dilampirkan)
a. Nama pemilik reklame
b. Nama Perusahaan (apabila ada) :

c. Alamat dan Telpon

d. Alamat tempat pemasangan reklame
1. Jalan
2. RT/RW
3. Desa
4. Kecamatan

e. Jenis reklame
f. Waktu pemasangan

lV. Untuk melengkapi permohonan, bersama inikami lampirkan :

1. Fotocopy KTP pemohon yang berlaku;
2. Surat kuasa diatas materai & fotocopy KTP penerima kuasa (ika dikuasakan);
3. Surat keterangan / pengantar dari Kuwu / Lurah;
4. Fotocopy bukti status kepemilikan/penguasaan/sewa/izin pemakaian tanahilahan/bangunan yang

akan dimanfaatkan sebagai tempaUlokasi pemasangan reklame;
5. Surat keterangan tidak keberatan apabila status kepemilikan berbeda dengan pemohon;
6. Persetujuan / izin tetangga terdekat dan/atau masyarakat;
7. Foto dan gambar situasi lokasi pemasangan reklame;
8. Gambar/naskah reklame yang akan dipasang, dan
9. Surat pemyataan tanggung jawab pemohon;

Demikian permohonan lzin Pemasangan Reklame ini kami ajukan dan apabila dikemudian hari
keterangan/data/informasi yang kami sampaikan tidak benar/palsu kami menyatakan bersedia dicabut lzin
Pemasangan Reklame yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pemohon
(pemilik Reklame)

(Materai Rp.6000,-)



FORM IZIN PENGGUNAAN JALAN
Perihal : Permohonan lzin Penggunaan Jalan
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada:

Yth. Camat.......
Di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Data Pemohon (data sesuaifotocopy KTP yang dilampirkan)
a. Nama pemohon :

b. Alamat rumah
c. Nomor bukti identitas diri
d. Nomor telepon i Hp

ll. Data Penerima Kuasa Pengurusan (bila dikuasakan, data sesuai fotocopy KTP yang dilampirkan)
a. Nama penerima kuasa
b. Alamat rumah :

c. Nomor bukti identitas diri

Dengan ini mengajukan permohonan Penggunaan Jalan dengan data sebagai berikut:

lll. Data Penggunaan Jalan (dafa sesuai dokumen yang dilampirkan)
a. Nama pemohon
b. Nama perusahaan (apabila ada) :

c. Alamat dan Telpon :

d. Alamat jalan yang akan digunakan
'1. Jalan
2. Panjang jalan penggunaan : ...."........... m
3. RT/RW
4. Desa
5. Kecamatan

e. Jenis penggunaan :

f, Waktu penggunaan Jalan
Hari
Tanggal
Jam

lV. Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP pemohon yang berlaku;
2. Surat kuasa diatas materai (ika dikuasakan);
3. Fotocopy KTP penerima kuasa yang berlaku fiika dikuasakan);
4. Surat keterangan / pengantar dari Kuwu / Lurah;
5. Persetujuan t izin tetangga terdekat dan/atau masyarakat sekitar;
6. Foto copy surat izin keramaian dari Kepolisian Sektor setempat;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Sektor setempat, dan
8. Surat pernyataan kesanggupan pengamanan penggunaan jalan.

Demikian permohonan lzin Penggunaan Jalan ini kami ajukan dan apabila dikemudian hari
keterangan/datalinformasi yang kami sampaikan tidak benar/palsu kami menyatakan bersedia dituntut
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon
(Pengguna jalan)

(Materai Rp.6000,-)



FORM REKOMENDASI USAHA
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Lampiran : 1(satu)berkas Kepada:

Yth. Camat ... .....
Di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

L Data Pemohon (data sesuaifotocapy KTP yang dilampirkan)

c. Nomor bukti identitas diri :

d" Nomor telepon / Hp '.

ll. Data Penerima Kuasa Pengurusan (bila dikuasakan, data sesuai fotocopy KTP yang dilampirkan)

b. Alamat rumah :

c. Nomor bukti identitas diri :

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi

dengan data sebagai berikut:
lll. Data Rekomendasi (dafa sesual dokumen yang dilampirkan)

a. Nama pemilik Usaha
b. Nama Perusahaan
c. Alamat dan Telpon

d. Luas tanah keseluruhan
e. Alamat Tempat Usaha

1. Jalan
2. RTi RW
3. Desa
4. Kecamatan

f. Jenis Usaha
g. Luas Tempat Usaha :

h. Modal Usaha : (selain tanah&bangunan)

lV, Untuk melengkapl permohonan, bersama ini kami lampirkan ( gunakan tanda ({) sesuai dokumen
yang dilampirkan):

Foto copy KTP pemohon yang berlaku;
Surat kuasa diatas materai & foto copy KTP penerima kuasa (jika dikuasakan);
Surat keterangan / pengantar dari Kuwu / Lurah;
Foto copy bukti hak atas tanah (rekomendasi dari Bank bagi tanah yang sedang diagunkan;
Bukti kerjasama/sewa menyewa dan Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
Foto copy NPWP & Foto copy akte pendirian perusahaan;
lzin tetangga terdekat dan/atau masyarakat sekitar
Foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB;
Rekomendasi Kepala UPT
Surat Keterangan Catatan Kepolisian Sektor
Surat pernyataan pemilik WarneUGame Onlie dsb.

Demikian permohonan rekomendasi ini kami ajukan dan apabila dikemudian hari
keterangan/data/informasi yang kami sampaikan tidak benaripalsu kami menyatakan bersedia dituntut
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

(Materai Rp.6000,-)

a.
b.
c.
d.
e.
f"

o.
h.
i.
j
k.



Perihal
Lampiran

Permohonan Rekomendasi
1 (satu) berkas

FORM REKOMENDASI NON USAHA

Kepada:
Yth. Camat........

Di-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

L Data Pemohon (data sesuaifotocopy KTP yang dilampirkan)
a. Nama pemohon
b. Alamat rumah :

c. Nomor bukti identitas diri
d. Nomor telepon / Hp

ll. Data Penerima Kuasa Pengurusan (bila dikuasakan, data sesuaifotocopy KTP yang dilampirkan)
a. Nama penerima kuasa :

b. Alamat rumah
c. Nomor buktiidentitas diri :

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi

dengan data sebagai berikut:

lll. Data Rekomendasi (dafa sesuai dakumen yang dilampirkan)
a. Nama pemohon
b. Nama Organisasi
c. Alamat dan Telpon

d. Alamat rekomendasi
1. Jalan
2. RT/ RW
3. Desa
4. Kecamatan

lV. Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan (gunakan tanda (i) sesuai dokumen yang
dilampirkan):

Foto copy KTP pemohon yang berlaku;
Surat kuasa diatas materai & foto copy KTP penerima kuasa fiika dikuasakan);
Surat keterangan / pengantar dari Kuwu / Lurah;

Demikian permohonan rekomendasi ini kami ajukan dan apabila dikemudian hari
keterangan/data/informasi yang kami sampaikan tidak benar/palsu kami menyatakan bersedia dituntut
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

(Materai Rp.6000,-)
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 75 TAHUN 2014
TANGGAL 17 DESEMBER 2014

PTRSYARATAIT, RETRIBUSI, MASA BERLATTU DAN JANGKA WAI(TU
PEIITTELESAIAIT PELAYANAIT PERIZIITAIT DAIT ITON PERIZINAIT

BAGIAN 1

PELAYANAIT PERIZINAIT

1. IZIIT MEITDIRIKAIT BAI{GI'NAIT
1.1 Diberikan untuk mendirikan bangunan dengan ketentuan

1) Bangunan rumah tinggal baru, penembangan, rehabilitasi dan renovasi
tidak bertingkat dengan luas maksimal 60 m2 dengan bentangan
maksimal 7.9 m untuk kayu dan bentangan maksimal 5r9 m untuk baja
bukan pada kawasan perumahan.

2) Lokasi bangunan bukan berada pada kawasan Keselamatan Operasional
Penerbangan (KKOP).

1.2 PersyaratanTzin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut:
1) Persyaratan Administrasi:

(1) Pengisian formulir surat permohonanizin mendirikan bangunan;
t2l Surat pernyataan pemohon, khusus bangunan untuk keperluan

rumah tinggal;
(3) Potokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau identitas

irainnya yang sejenis;
(4) Fotokopi SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir atau tahun

berjalan;
(5) Fotokopi hak atas tanah, antara Lain:

Fotokopi sertif;ikat tanah/akta jual beli/surat keterangan bukti
kepemilikan tanah;

(6)o.f 
.:',l"*"r,rff x;""::f l:,::ffi:f ilxu"'$1ff*'3-"H:il',u,*

dikeluarkan oleh kuwu/ lurah;
(71 surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bagi pemohon

yang bukan pemilik tanah, dan
(8) Denah lokasi bangunan.

2) Persyaratan Teknis:
(1) Gambar rencana bangunan (sempadan jalan, tampak, potongan dan

gambar konstruksi termasuk didalamnya rencana sumur peresapan,

septic tank dan bak kontrol);

12) Rencana Anggaran Biaya (RAB),dan
(3) Dokumen kontrak apabila pekerjaan diborongkan.

1.3 Besarnya Penetapan perhitungan Retribusi lzin mendirikan bangunan
dihitung berdasarkan Pengkalian Harga Dasar Izin Mendirikan Bangunan x
Koefisien Luas Bangunan (KLB) x Koefisien Tingkat Bangunan (KTB) x
Koefisien Guna Bangunan (KGB).

Besaran Harga dasar, Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Tingkat
Bangunan {KTB), Koefisien Guna Bangunan (KGB) adalah sebagai berikul
1) Besaran harga dasar izin mendirikan bangunan dadalah sebagai berikut:

(1) Braya sempadan bangunan
a. Bangunan Permanen
b. Bangunan Teras
c. Bangunan semi permanen

' d. Bangunan Temporer
e. Bangunan Tempat Usaha

Rp.150,-/M2
Rp.100,-/M2
Rp.100,-/M2
Rp. 00,- /M2
Rp.500,-/M2



f. Bangunan saluran dari pasangan Batu/Bata
Atau Beton

g. Bangunan Pagarpekarangan dari
tembok bata/kayu/besi

h. Bangunan papan bertiang dan sejenisnya
i. Bangunan jembatan/jalan/ perkerasan
j. Bangunan turup penahan tanah

Rp. 50,-/M2

Rp. 50,-/Mz
Rp.1000,-/Mz
Rp.10O,-/Mz
Rp.150,-/Mz

(2) Btaya Pemeriksaan Koreksi Gambar: O,650/o x Luas Bangunan x Harga
Dasar

(3) Biaya Koreksi Konstruksi
Dikenakan terhadap bangunan yang memakai kuda-kuda konstruksi
kayu dengan bentangan 7,9 M keatas dan bangunan yang terkena
penelitian khusus (instalasi perlengkapan bangunan dan lain-lain)
dengan besaran: A,75o/o x Luas Bangunan x Harga dasar bangunan.

{41 Biaya Pengukuran : 0,30 7o x Luas Bangunan x Harga Dasar Bangunan
(5) Biaya pengawasEln tempat kegiatan usaha : 15 o/ox Biaya Periksa

bangunan
(6) Btaya pembuatan Piat tanda telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan

sebesar Rp. 3.500 ,- /Plat
{71 Bangunan yang direhabilitasi dikenakan braya retribusi Izin mendirikan

Bangunan 50% dari penetapan Braya Retribusinya
(8) Untuk balik nama dan atau alih fungsi bangunan, pemohon hanya

dikenakan braya pembuatan pLat tanda.
2) Besaran Koefisien Luas Bangunan (KLB):

Bangunan dengan luas s/d 100 m2 , koefisiennya : 1,00
3) Besaran Koefisien Tingkat Bangunan (KTB):

Bangunan 1 lantai, koefisiennya: 1,00
4) Besaran Koefisien Guna Bangunan (KTB):

(1) Bangunan Rumah Tinggal , koefisiennya : 1,00
(21 Bangunan Campuran, koefisiennya : 1,10

1.4 Masa berlaku Izin : selama bangunan itu berdiri dan tidak berubah bentuk
1.5 Jangka Waktu Proses Penyelesaian Perizinan : 5 (Lima) hari kerja

2. IZIIT GANGGUAI{
2.1 Diberikan untuk gangguan dengan ketentuan:

1) Usaha milik perorangan
2l Usaha dengan jenis indeks gangguan kecil
3) Luas tempat usaha maksimal 2A mz dan melekat pada rumah tinggal

2.2 Persyaratan Izin Gangguan adalah sebagai berikut:
1) Persyaratan Izin Baru adalah sebagai berikut:

(1) Mengisi formulir permohonan izin gangguan;

{21 Melampirkan foto copy suratlzin mendirikan Bangunan (IMB);
(3) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
(41 ll4slampirkan foto copy akte pendirian perusahaan dan NPWP bagi yang

berbadan hukum;
(5) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan

tanah(dilampirkan surat sewa apabiia status tanahnya sewa / kontrak
dan surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya
berbeda dengan pemohon);

(6) Persetujuan / izrn tetangga terdekat dan/atau masyarakat sekitar yang
terkena dampak gangguan;

(7) Surat keterangan tidak sating sengketa yang dikeluarkan oleh
Ruwu/Lurah, dan



(8) Fotocopy SPPT dan bukti pelunasan PBB.
2) Persyaratan Izin daftar ulang {heregistrasi) adalah sebagai berikut:

(1) Mengisi formulir permohonan daftar ulang (heregistrasi) izin gangguan;
(2) Melampirkan foto copy surat lzin Gangguan / Surat daftar ulang

(Heregistrasi) Izin Gangguan Asli;
(3) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas iainnyayarrg sejenis,

dan
t4) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa 1 kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya
berbeda dengan pemohon).

3) Persyaratan perubahan lzim adalah sebagai berikut:
(1) Mengisi formulir permohonan perubahan izin gangguan;

{2) Melampirkan foto copy surat Izin mendirikan Bangunan {IMB) (apabila
jenis usaha berubah);

(3) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
(4) Melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan dan NPWP bagi yang

berbadan hukum;
(5) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa I kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya
berbeda dengan pemohon);

(6) Persetujuan / iztn tetangga terdekat dan/atau masyarakat sekitar yang
terkena dampak gangguan (apabila jenis usaha berubah), dan

{71 Melampirkan foto copy surat Tzin Gangguan / Surat daftar ulang
(Heregistrasi) Izin Gangguan Asli (apabila pernah daftar
ulang/ heregistrasi bin gangguan).

2.3 Besaran retsibusi lzin Gangguan
1) Penetapan retribusi didasarkan pada perkalian luas tempat usaha x indeks

lokasi x indeks gangguan x tarif.
2) Indeks lokasi ditetapkan sebagai berikut:

(1) Kawasan industri indeks : 2
(21 Kawasan perdagangan indeks : 3
(3) Kawasan wisata indeks : 4
(4) Kawasan Perumahan indeks : 5

3) Indeks gangguan ditetapkan sebagai berikut:
Gangguan Kecil Indeks : 1

4) Besaran Tarif ditetapkan sebagai berikut:
Luas < 500 mz : Rp.800,-/mz

5) Besaran daftar ulang (Heregistrasi) dikenakan biaya sebesar 25o/o {dua puluh
lima perseratus) dari besarnya retribusi baru.

6) Besaran retribusi perubahan Izin Gangguan dikenakan btaya sebesar TAOo/o

(seratus per seratus) dari besarnya retribusi baru.
7) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2olo

(dua per seratus) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar.
2.4 Masa berlaku Izin Gangguan:

l) Izin gangguan berlaku selama kegiatan usaha masih beq'alan dan memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2) Pemegang izin gangguan harus melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap 3
(tiga) tahun seka[

2.5 Jangka waktu penyelesaian Perizinan : 5 (lima) hari kerja



3. rzrN USAHA PERDAGATSGAn (rUP)
3.1 Diberikan untuk usaha perdagangan dengan ketentuan:

1) Usaha milik perorangan
2) Luas tempat usaha maksimal 20 az dan melekat pada rumah tinggal

3.2 Persyaratan Izin Usaha Perdagangan (IUP) adalah sebagai berikut:
1) Persyaratanlzin Baru adalah sebagai berikut:

(1) Mengisi formulir permohonan [zin;
l2l Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
(3) Melampirkan foto copy akta pendirian Perusahaan;
(4) Melampirkan foto copy NPWP;
(5) Melampirkan neraca awal perusahaan;
(6) Melampirkan foto copy pengesahan Badan Hukum dari Meneteri

Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;
(7) Melampirkan foto copy suratlzin mendirikan Bangunan {IMB);
(8) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya
berbeda dengan pemohon), dan

(9) Melampirkan foto copy Izin Gangguan.
2) Persyaratanlzin daftar ulang (heregistrasi) adalah sebagai berikut:

(1) Mengisi formulir permohonan lzin;
{21 Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
(3) Melampirkan foto copy surat lzin Usaha Perdagangan / Surat daftar

ulang (Heregistrasi) Izin Usaha Perdagangan Asli, dan
(4) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya
berbeda dengan pemohon).

3) Persyaratan perubahan Izin adalah sebagai berikut:
(1) Mengisi formulir permohonan [zin;
{21 Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
(3) Melampirkan foto copy akta pendirian Perusahaan;

{4) Melampirkan foto copy NPWP;
(5) Melampirkan neraca awal perusahaan;
(6) Melampirkan foto copy pengesahan Badan Hukum dari Meneteri

Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;

{71 Melampirkan foto copy suratlzin mendirikan Bangunan (IMB).;
(8) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya
berbeda dengan pemohon), dan

(9) Melampirkan foto copy Izin Gangguan.
3.3 Besaran Retribusilzin ditetapkan sebesar Rp.0,- (nol rupiah)
3.4 Masa berlaku izin:

1) IUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan
2| Perusahaan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun

sekali.
3.5 Jangka waktu proses penyelesaian perizinan : 5 (lima) hari Kerja

4. TAIYDA DAT"TAR PTRUSAIIAAI'I
4.1 Diberikan untuk perusahaan dengan ketentuan:

1) Usaha mihk perorangan
2) LuaS tempat usaha maksimal 2O az dan melekat pada rumah tinggal



4.2 Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan
1) Persyaratan TDP Baru adalah sebagai berikut:

( 1 ) Mengisi formulir permohonan lzin;
(2) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
(3) Melampirkan foto copy akta pendirian Perusahaan;

{4) Melampirkan foto copy pengesahan Badan Hukum dari Meneteri
Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;

(5) Melampirkan foto copy NPWP;
(6) Melampirkan Izin Usaha Perdagangan, dan
(7) Melampirkan neraca awal perusahaan.

2l Persyaratan TDP daftar ulang (heregistrasi) adalah sebagai berikut:
( 1) Mengisi formulir permohonan lzin;
(2)Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
(3)Melampirkan Izin Usaha Perdagangan, dan
(4)Melampirkan foto copy surat Tanda Daftar Perusahaan / Surat daftar

ulang (Heregistrasi) Tanda Daftar Perusahaan Ast.
3) Persyaratan Perubahan TDP adalah sebagai berikut:

( 1) Mengisi formulir permohonan lzin;
(2) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
(3) Melampirkan foto copy akta pendirian Perusahaan;
(4) Melampirkan foto copy pengesahan Badan Hukum dari Meneteri

Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;
(5) Melampirkan foto copy NPWP;

{6) Melampirkan lzin Usaha Perdagangan, dan
(7) Melampirkan neraca awal perusahaan.

4.3 Besarnya Retribusi Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan sebesar
Rp.O,- (nol rupiah)

4.4 Masa Berlaku Izin
1) TDP berlaku selama 5 (lima) tahun
2l Perusahaan yang telah mendapatkan TDP wajib melakukan pendaftaran

uiang setiap 5 (lima) tahun sekali.
4.5 Jangka waktu prose penyelesaan pertzinan : 5 (lima) hari keda

5. IJIITT USNIA MIKRO DAIiT KECIL
5.1 Diberikan untuk usaha mikro dan kecil dengan ketentuan:

1) Usaha mikro dengan kategori
(1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp5O.OO0.O0O,O0 (lima puluh

juta rrrpiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
(21 Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah)

2l Usaha Kecil dengan kategori
(1) MemiIki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (iima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

(2\ Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah)

5.2 Persyaratan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah sebagai berikut:
1) Persyaratan Izin Baru adalah sebagai berikut:

(1) Mengisi formulir permohonan lzin;
(2) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas Lainnya yang

sejenis;
(3) Melampirkan foto copy NPWP bila telah memiliki;
(41 Melampirkan surat keterangan/pengantar dari Kuwu/Lurah;



(5) Melampirkan izin tetangga;
(6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya
berbeda dengan pemohon);

{71 Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tatrun berjalan, dan

(8) Mel,ampirkan neraca awal perusahaan.
2) Persyaratan Izin daftar ulang (heregistrasi) ada-lah sebagai berikut:

( 1 ) Mengisi formulir permohonan Izin;
(2) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
(3) Melampirkan foto copy surat Izin Usaha Mikro dan Kecil / Surat daftar

ulang (Heregistrasi) Izin Usaha Mikro dan Kecil, dan
(a) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya
berbeda dengan pemohon).

3) Persyaratan perubahanlzin adalah sebagai berikut:
( 1) Mengisi forrnulir permohonan Perubahan lzin;
{21 Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas Lainnya yang

sejenis;

t3) Melampirkan surat keterangan/pengantar dari Kuwu/Lurah;
(41 Melampirkan tzin tetangga;
(5) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya
berbeda dengan pemohon);

(6) Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan, dan

(71 Melampirkan neraca perusahaan.
5.3 Besaran Retribusilzin ditetapkan sebesar Rp.0,- (nol rupiah)
5.4 Masa berlaku bin:

1) IUMK berlaku selama pemilik usaha menjalankan kegiatan usaha.
'2) Pemilik usaha wajib melakukan pendafLaran ulang setiap 5 (lima) tahun

sekali.
5.5 Jangka waktu proses penyelesaian per2inan : 5 (lima) hari Kerja

6. IZIN USA}IA PERT'ILMAN
6.1 Diberikan untuk usaha perfllman
6.2 Persyaratanlzin adalah sebagai berikut:

U Persyaratanlzin Usaha Perfilman adalah sebagai trerikut:
(1) Mengisi formulir permohonanlzin;
(21 Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang

sejenis;
(3) Melampirkan pas foto pemohon ukuran4X 6 (sebanyak 3lembar);
(4) Melampirkan Akta pendirian Perusahaan untuk perusahaan yang

berbadan hukum;
(5) Melampirkan foto copy NPWP;
(6) Melampirkan surat keterangan/pengantar dari Kuwu/Lurah;
{71 Melampirkan izin tetangga;
(8) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan



surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya
berbeda dengan pemohon);

(9) MeLampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan, dan

(10) Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian
Sektor setempat.

2l Persyaratan Daftar Ulang Izin Usaha Perlihnan adalah sebagai berikut:
{ 1 ) Mengisi formulir permohon an [zin;
(2) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
(3) Melampirkan Pas foto ukuran 4 X6 {sebanyak 3 lembar);
(4) Melampirkan Akta pendirian Perusahaan untuk perusahaan yang

berbadan hukum;
(5) Melampirkan foto copy NPWP;
(6) Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan
(7) Melampirkan Izin tetangga.

6.3 Besarnya retribusilzin ditetapkan sebesar Rp.O,- (nol rupiah)
6.4 Masa Berlaku Izin

1) Izin Usaha Perfiknan berlaku selama usaha kegiatan perfilman berjalan.
2l Izin Usaha Perfilman wajib melaksanakan daftar ulang setiap tahun.

6.5 Jangka waktu proses penyeiesaian Perizinan : 5 (lima) Hari Kerja.

7.IZIN PTMASANGAIY RTKLAME SPAITDUX ITOIT PERMAIYEN
7.1 Diberikan untuk pemasangan reklame dengan ketentuan:

1) Jenis reklame berupa spanduk
2l Waktu pemasangan maksimal3 bulan.
3) Jenis reklame komersial dan non komersial

7.2 Persyaratan Izin adalah sebagai berikut:
Persyaratan Izin Pemasangan reklame adalah sebagai berikut:
t1) Mengisi formulir permohonan Izin;
(21 Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
(3) Surat keterangan / pengantar dari Kuwu / Lurah;
(4) Melampirkan Foto dan gambar situasi lokasi pemasangan reklame;
(5) Melampirkan Foto copy Gambar/Desain;

t6) Melampirkan Gambar/Naskah Reklame yang akan dipasang;
(71 Melampirkan foto copy bukti status kepemiiikan/penguasaan/sewa/izin

pemakaian tanah/lahan/bangunan yang akan dimanfaatkan sebagai
tempat/lokasi pemasangan reklame (dilampirkan surat keterangan tidak
keberatan apabila status kepemilikan berbeda dengan pemohon);

(8) Melampirkan Surat pernyataan tanggung jawab pemohon, dan
(9) Melampirkan izin tetangga.

7.3 Besarnya retribusilzin ditetapkan sebesar Rp.O,- (noi rupiah)
7.4 Masa Berlaku Izirt: maksimal 3 (tiga) bulan
7.5 Jangka waktu proses penyelesaian Perizinan : 5 (lima) Hari Kerja.

8. rzlr pEilcct ilAAn / pENuTt pAllt JALAIT KABUPATEIT DAII JALAN DESA
8.1 Diberikan untuk penutupan jalan dengan ketentuan:

1) Penutupan pada status jalan Kabupaten dan atau desa
2) Waktu maksimal penutupan jalan selama 48 Jam.

8.2 Persyaratan lzin adalah sebagai berikut:
Persyaratan Izin Penutupan atau penggunaan jalan adalah sebagai berikut:
( U Mengisi formulir permohonan lzin;
(21 Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;

t3) Melampirkan Surat Ijin Keramaian dari Kepolisian;



(4) Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor
setempat;

(5) Melampirkan Surat pernyataan kesanggupan pengamanan, dan
(6) Melampirkan Surat keterangan Kuwu.

8.3 Besarnya retribusilzin ditetapkan sebesar Rp.0,- (nol rupiah)
8.4 Masa Berlaku Izin; Sesuai dengan permohonan pemohon maksimal untuk 48

jam
8.5 Jangka waktu proses penyelesaianPertziman : 3 (tiga) Hari Keq'a.

BAGIAil II
PELAYAIITAN ITOIT PERIZINAN

1. SURAT KETERANGAIT TIDAI( MAIYIPU BIDAITG KESEHATAIT
1.1 Persyaratan Rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan Rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwu/ Lurah;
3) Melampirkan Foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis.

1.2 Besaran braya rekomendasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah)
1.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 1 (satu) Hari Kerja

2. RTKOMEnDAST PEtrDrRrAn UnrT SEKOLATT BARU (USBI
2.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwu/ Lurah;
3) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
4) Melampirkan Rencana Anggaran Belanja fiae);
5) Melampirkan Gambar rencana bangunan;
6) Melampirkan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan setempat.

2.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah)
2.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Ke{a

3. REKOMENDASI USULAN I{TPEGAtrINAN DILI1TGKUP KTCASIATAIT
3.1 Persyaratan rekomendasi adaiah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan berkas pendukung usulan kepegawaian.

3.2 Besaran braya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah)
3.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Ke{a

4. RTKOMENDASI PEMBA1ITGUIVAN SARANA DAN PRASARAITA AIR BERSIH
PEDESAAN
4.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB);
3) Melampirkan rekomendasi Kepala UFrf Cipta Karya dan Tata Ruang

setempat.
4.'2 Besaran braya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah)
4.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Kerja



5. RTKOMEITDASI PENETAPAIT KAWASAIT TRAITSMIGRASI
5.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwu/ Lurah

5.2 Besaran braya rekomendasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
5.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Keq'a.

6. RTKOMEITDASI PENDATTARAN DAIT I(IGIATAIT ORGANISASI SOSIAL YAITG
BERGERAII DI BIDAITG SOSIAL
6.7 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2\ Melampirkan surat keputusan pembentukan organisasi;
3) Melampirkan daftar susunan keanggotaan/pengurus organisasi;
4) Melampirkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga {ART)

organisasi;
5) Melampirkan surat keterangan /pengant"ar dari Kuwu/Lurah;
6) Melampirkan izin tetangga;
7) Mel,ampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
8) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah untuk

kesekretariatan (dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa /
kontrak dan surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik
tanahnya berbeda dengan pemohon);

9) Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor
setempat;

10) Pas foto berwarna pemohon ukuran 4X6 sebanyak 3 lembar.
6.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah).
6.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Ke{a.

7. RTKOMEITDASI PERMOHOIVAIY BAITTUAIII KEGIATAN SOSIAL DAIT
KEAGAMAAIT
7.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwul Lurah;
3) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
4) Melampirkan proposal/ Euan bantuan kegiatan sosial/ keagamaan.

7.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah).
7.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Keq'a.

8. REKOMTIITDASI PENDIRIAIT / PERLUASAIV LAIIAIY TTMPAT SARANA
KEAGAMAAN, PTRIBADATAIII, DAN PANTI-PAITTI YANG BERGERAK DI
BIDANG KTSF,.IAHTERAAN SOSIAL
8.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/pengantar dari Kuwu /Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas Lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan daftar susunan keanggotaan/ pengurus;
7) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikanfperolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabil.a status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);



8) Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan.;

8.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah).
8.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Kerja.

9. RTKOMEIIIDASr PENDTRTAIV / PERLUASAN LArrAn TEMPAT US$rA MAr(ANAN
DAIT MIITUMAN
9.L Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwu/ Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas Lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dal
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengal pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPP| dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan.

9.2 Besaran btaya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah).
9.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 {tiga) Hari Kerja.

10. RTKOMEI{DASI PEITDIRTAN / PERLUASAN LArrAIt TEMPAT SARAITA DAII
PRASARAITA KTSEI{ATAN
10.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan Surat keterangan/pengantar dari Kuwu/Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga ;

4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan;

8) Melampirkan rekomendasi dari Kepala UPT Puskesmas setempat.
10.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
10.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Keq'a.

11. nEKOMEIIIDASI PTITDIRIAN / PERLUASAI LAHAN RUMAH SAI$T DAII KLII{IK
11.1 Persyaratan Rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan Rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwu/ Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa I kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
athu tahun berjalan;



8) Melampirkan surat rekomendasi dari Kepala UPT Puskesmas setempat.
11.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah).
11.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Kerja.

12. RTKOMEITDASI PETTDIRIAIT / PERLUASAIT LATIAN TEMPAT USAIIA
PEITGOBATAIT TRADISIOITAL
12.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/pengantar dari Kuwu/Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan;

8) Melampirkan surat rekomendasi dari Kepala UPT Puskesmas setempat.
12.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah)
12.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 5 (lima) Hari Kerja

13. RTKOMENDASI PEITDIRIAIT / PERLUASAtr I,AHAN LEMBAGA PENDIDIXAIT
13.1 Persyaratan Rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwu/ Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan;

8) Melampirkan surat rekomendasi Kepala UPT Pendidikan setempat.
13.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
13.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Kerja.

14. RTKOMENDAST PElrDIRrAn / PERLUASAN LATTAN TEMPAT USATTA BrDAItc
EITERGI DAITT SUMBER DAYA MIIYERAL
14.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2 ) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwu/ Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampakan foto copy SPP| dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan.



14.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
14.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Kerja.

1 5. RTKOMTITDASI PEMBAITGUITAN PERUIIIAIIAIT
15.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwu/ Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas Lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan.

15.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah).
15.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Keda.

16. RTKOMENDAST PENDTRTAII / PERLUASAN LATTAMEMPAT USAHA BTDAITG
PTRHUBUITGAN
16.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwu/ Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan.

16.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah).
16.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 {tiga) Hari Kerja.

17. RTT(OMEIIIDASI PENDIRIAIT / PERLUASAIT LAIIAN TTMPAT USATIA BIDAIITG
KETTITAGAI(TR.'AAIT
17.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai trerikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/pengantar dari Kuwu/Lurah;
3) Melampirkan izh tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy'NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemiiik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan;

8) Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor
setempat.



17.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah).
17.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Kerja.

18. RTKOMEIITDASI PEITTDIRIAIT / PERLUASAIT LATIAIT TEMPAT USAIIA BIDAITG
KOPERASI DAII US$IA MEITEITGATI
18.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2 ) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwu/ Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa I kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPPI dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau ta-hun berjalan.

18.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.O,- {nol rupiah).
18.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 {tiga) Hari Kery'a.

19. RTKOMENDASI PENDIRIAN / PERLUASAN LAIIAN TEMPAT USATIA
KEBUDAYAAN, OLA}IRAGA DAN PARIUISATA
19.1 Persyaratan Rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/pengantar dari Kuwu/Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan;

8) Melampkkan Surat Keterangan Catatan Kepolisial dari Kepolisian Sektor
setempat.

19.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.0,- {nol rupiah).
19.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Kerja.

20. RTKOMENDASI PENDIRIAIS / PERLUASAIT LAHAIU SARAITA DAIT PRASARANA
BIDAITG ITOMUITTIKASI DAN IITFORMAHI(A
20.1 Persyaratan Rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwul Lur ah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak clan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);



7) Melampirkan foto copy SPPI dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan;

8) Melampirkan surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan nonna
kesusilaan dan kesopanan serta menjaga ketertiban, keamanan (bagi
pemohon rekomendasi Warnet, Game Online dan sejenisnya).

20.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah).
20.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Keq'a.

21. RTKOMENDAST PENDTRTAN / PERLTIASAN LNTAII TEMPAT USAITA BIDANG
PERTAITIAN, PERI<EBUNAIT, PETERITAIIATI DAIU KTIIUTAITAN
21.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/pengantar dari Kuwu/Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikal/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan.

21.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.O,- (nol rupiah).
21.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Keda.

22. REKOMEIITDASI PEIYDIRIAIT / PERLUASAIT LNIAN TEMPAT USATIA BIDANG
PERII{ANAIT DAIT KELAUTAIT
22.1 Persyaratan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/pengantar dari Kuwu/Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dart
surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun bedalan.

22.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
22.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Keq'a.

23. RTKOMEITDASI PEITDIRIAN / PERLUASAN LATIAN TEMPAT USA}IA BIDAITG
r1{DUSTRT, PERDAGANGAII DAN JASA
23. 1 Persyaratan Rekomendasi'adalah sebagai berikut:

1) Surat permohonan rekomendasi dari pemohon;
2) Melampirkan surat keterangan/ pengantar dari Kuwu/ Lurah;
3) Melampirkan izin tetangga;
4) Melampirkan foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya yang sejenis;
5) Melampirkan foto copy NPWP pemohon;
6) Melampirkan foto copy bukti status kepemilikan/perolehan tanah

(dilampirkan surat sewa apabila status tanahnya sewa / kontrak dan



surat keterangan tidak keberatan apabila status pemilik tanahnya berbeda
dengan pemohon);

7) Melampirkan foto copy SPP| dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir
atau tahun berjalan.

23.2 Besaran biaya rekomendasi sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
23.3 Jangka waktu proses penyelesaian rekomendasi : 3 (tiga) Hari Kerja.
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